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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026” telah kami susun sebagai 

arah dan pedoman bagi Kecamatan Sukodono untuk melaksanakan program, 

kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan 

Rencana Strategis Kecamatan Sukodono ini merupakan implementasi berlakunya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, 

kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan 

Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian 

dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada 

stakeholders dan pihak-pihak terkait. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

1.1.1 Pengertian Renstra OPD 

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang 

digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan 

strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah 

dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi 

pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi 

perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia 

memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 

tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Secara spesifik perencanaan strategis diatur didalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 Permendagri 86 

tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 

13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun 

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 
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1.1.2 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam 

rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, 

perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok 

yakni: 

a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan 

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, 

waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. 

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. 

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif 

dan adi 

Dengan demikian fungsi Renstra OPD adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 

dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur. 

 

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD 

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 

kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan 

Sukodono Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat 

perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi 

pembangunan Daerah Kabupaten Siodarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan 

dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan 

yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses 

teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan 

pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan 

bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki 
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keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari 

kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya. 

 
Gambar 1.1 

Arsitektur Kinerja Pembangunan 
 

Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo disusun 

berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono. Proses politik selanjutnya 

adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan 

Sukodono untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD 

dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan 

akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan 

DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk 

dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud 

akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra 

Kecamatan Sukodono menjadi Renstra Kecamatan Sukodono. Renstra 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat 

Kecamatan Sukodono harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur 

dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Rancangan 

Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat 

analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, 

isu-isu strategis Kecamatan Sukodono berdasarkan tupoksi, hasil 

penelaahan terhadap Renstra K/L (Renstra Kementerian Dalam Negeri 
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tahun 2019-2024). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang 

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu 

sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, 

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis 

mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan 

 

1.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra 

Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja 

(RENJA) OPD 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : 

”Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada 

RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 

rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau 

lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran 

pembangunan nasional”. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan 

dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke 

dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai 

bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan 

Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan 

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen 

perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. 
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Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen 

perencanaan lainnya sangat erat 

Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo juga merupakan 

bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh 

sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai 

dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih 

tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang 

lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini 

menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 

Gambar 1.2 
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah 

 

Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menurut gambar 

di atas berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah disahkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin 

adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan 

yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat 

pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja 

output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu 
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kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari 

suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya 

perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Sukodono 

dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi 

terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, 

artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama dan misi 

kelima. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum 

sebagaimana disebutkan dibawah ini: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah beberapa diubah  terakhir dengan Undang -Undang  

Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah 

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 10 Tahun 2015;  

19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi 

Jawa Timur 2019-2024; 

PC
Highlight

PC
Note
Keputusan Menteri dalam negeri
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo 

23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten 

Sidoarjo; 

24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Sukodono Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis 

tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan 

kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan arah pembangunan di Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan; 

b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 

c. Membantu dalam sinkronikasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, 

kebijakan dan capaian program RPJMD; 
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d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar pada sistematika penyusunan Rencana Strategis 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan  

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah  

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan 

Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukodono 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN  DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan 

Sukodono 

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukodono 

dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 

PC
Highlight
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Note
 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

PERANGKAT DAERAH 

 
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur 

penunjang urusan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ 

kelurahan. Dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam 

menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo mempunyai fungsi: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

peraturan bupati; 

e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 

umum; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 

g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan; 

h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan 

kelurahan; 
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i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah 

kabupaten di kecamatan; 

j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-

undangan; 

k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 

tugasnya 

Untuk dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan 

Sukodono memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
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CAMAT

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAG 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM

SEKSI PEREKONOMIAN

SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

SEKSI PEMBANGUNAN

 

 

Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono 
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Adapun uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Camat 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Camat 

berwenang menandatangani: 

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya; 

b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS); 

c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan; 

d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V); 

e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa; 

f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 

g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro; 

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro 

 

2. Sekretariat Kecamatan 

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, 

pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta 

pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

bahwa Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data 

serta pelaporan; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi; 

c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya. 

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
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a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan dan dokumentasi; 

b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor; 

c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan; 

d. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan 

permohonan izin dan pengaduan masyarakat; 

e. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

f. melaksanakan pembinaan kepegawaian; 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan sesuai dengan tugasnya 

 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. menyiapkan penyusunan perencanaan program; 

b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; 

c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran; 

d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaannya; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan; 

b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi: 

1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena 

pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, 

pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa; 
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3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan 

permusyawaratan desa; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan; 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas bidang pemerintahan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya. 

 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; 

b. pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, 

antara lain: 

1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 

2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 

3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar); 

4. penanganan konflik sosial; 

c. memproses permohonan Izin usaha mikro; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum; 

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum; 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya  
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5. Seksi Perekonomian 

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

bahwa Seksi Perekonomian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian; 

b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi: 

1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat; 

2. pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi: 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro. 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian; 

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas bidang perekonomian; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya 

 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Sosial 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama 

dan kemasyarakatan; 

b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, 

agama dan kemasyarakatan, meliputi: 

1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan; 

2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan; 
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c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama 

dan kemasyarakatan; 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan 

kemasyarakatan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya. 

 

7. Seksi Pembangunan 

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud bahwa  Seksi Pembangunan mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan 

lingkungan; 

b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, 

meliputi: 

1. pembinaan penanganan sampah domestik; 

2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan 

hidup. 

c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi: 

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro; 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai 

dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter 

persegi). 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan; 

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugasnya. 
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya 

Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan 

uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang 

menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. 

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di 

lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan salah 

satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya 

membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi 

dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan 

evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai 

kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun 

mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 23 orang 

PNS di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan pegawai Non PNS 

sebanyak 17 orang 

Tabel 2.1 
Berdasarkan ASN dan Non ASN 

URAIAN TOTAL 

ASN 23 

NON ASN 17 

TOTAL 40 

Sumber:Kecamatan Sukodono 

Dengan total keterangan ASN dan Non ASN tersebut tentunya 

tidak lepas dengan berdasarkan umur dan tingkat pendidikan yang 

diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 2.2 
Berdasarkan Umur 

UMUR TOTAL PERSENTASE 

21-30 14 35% 

31-40 7 18% 

41-50 9 23% 

51-60 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Sumber:Kecamatan Sukodono 



 

KABUPATEN SIDOARJO II - 10 

 
RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

 

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 tahun berjumlah 14 

orang, 31-40 tahun berjumlah 7 orang, 41-50 tahun berjumlah 9 orang, 

51-60 tahun berjumlah 10 orang. Maka pada umur 21-30 tahun 

merupakan umur produktif dimana dengan harapan dapat kinerja 

maksimal dalam capaian target-target yang telah ditentukan serta 

jauh lebih memudahkan untuk pelayanan di sistem IT.  

 
    Sumber: Kecamatan Sukodono 

Gambar 2.2 
Persentase Berdasarkan Umur 

 

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sukodono juga 

didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

PENDIDIKAN TOTAL PERSENTASE 

S2 2 5% 

S1 10 25% 

D3 2 5% 

SMA/SMK 26 65% 

TOTAL 40 100% 

Sumber: Kecamatan Sukodono 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di 

Kecamatan Sukodono yaitu SMA/SMK sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 

2 orang, S1 sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 2 orang. Dengan tingkat 

pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan persentase 65%. Keterangan 

persentase sebagai berikut: 

 

21-30 Tahun
35%

31-40 Tahun
17%

41-50 Tahun
23%

51-60 Tahun
25%
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Sumber: Kecamatan Sukodono 

Gambar 2.3 
Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Berdasarkan data sumber daya manusia yang ada, diperoleh 

informasi bahwa Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sukodono 

didominasi oleh SDM dengan tingkat pendidikan SMA/SMK. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi SDM sehingga perlu adanya 

peningkatan skills dan pengetahuan. Selain itu, tingkat Pendidikan 

juga dipengaruhi dengan Eselon dan Golongan yang ada di Kecamatan 

Sukodono sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4 
Berdasarkan Golongan 

GOLONGAN TOTAL 

II 11 

III 10 

IV 2 

TOTAL 29 

Sumber: Kecamatan Sukodono 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diperoleh informasi 

bahwa komposisi SDM Kecamatan Sukodono didominasi oleh pegawai 

dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA/SMK yaitu sebesar 65%. Selain 

itu, sebanyak 25% dari total pegawai Kecamatan Sukodono berusia 

antara 51-60 tahun yang mana dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan 

26

2

10

2

SMA/SMK D3 S1 S2
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berpotensi ada pengurangan SDM karena sudah memasuki usia 

pensiun. 

Secara keseluruhan jika dilihat dari komposisi sumber daya manusia 

pada Kecamatan Sukodono baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun 

kualitas (pendidikan, golongan), diperlukan adanya pengelolaan SDM 

yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan Sukodono ke 

depan. Terakhir, adalah analisis beban kerja Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis, total kebutuhan pegawai 

Kecamatan Sukodono sebanyak 100 orang, eksisting saat ini telah 

tersedia sebanyak 48 pegawai. Yang artinya Kecamatan Sukodono 

masih terjadi defisit pegawai sebanyak 52 orang.  

 
Tabel 2.5 

Eksisting Kebutuhan Pegawai 

NO NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN KEBUTUHAN 
EKSISTING 

 

ASN 
NON 
ASN 

 

JUMLAH 100 22 26  

1 Camat 1 0    

2 - Sekretaris Kecamatan 1 1    

3   - Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 1    

4     - Pengelola Data  5 1 0  

5     - Pengelola Kepegawaian 1 0    

6     - 
Pengelola Sarana dan Prasarana 
kantor 

1 0    

7     - Pengadministrasi Kependudukan 4 0 3  

8     - Pengadministrasi Umum  6 1 2  

9     - Pramubakti 2 0 2  

10     - 
Pranata pasukan pengamanan 
dalam 

15   2  

11     - Pramu Kebersihan  4   4  

12     - Pengemudi 1   1  

13     Jabatan Fungsional        

14     - Pranata Komputer 1 1    

15   - 
Kasubbag Perencanaan dan 
Keuangan 

1 1    

16     - Pengelola Bahan Perencanaan 1 1    

17     - Bendahara  1 1    

18     - Pengelola Gaji  1 1    

19     - Pengadministrasi Keuangan  1   1  

20 - Kasi Pemerintahan 1 1    
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NO NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN KEBUTUHAN 

EKSISTING 

 

ASN 
NON 
ASN 

 

JUMLAH 100 22 26  

21   - Pengelola Administrasi Pemerintahan  2 1    

22   - Pengadministrasi Pemerintahan  1 1    

23 - Kasi Pembangunan Fisik 1 1    

24   - Pengelola Data  3 1    

25   - Tehnisi Pemetaan Dan Pengambaran 1 1    

26   - Pengemudi  5   2  

27   - Pramu Kebersihan 3   2  

28 - 
Kasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

1 0    

29   - Petugas Keamanan 14 3 7  

30   - 
Pengelola Data Keamanan dan 
Ketertiban 

1 1    

31   - Pengadministrasi Umum 1 0    

32   - Pranata pasukan pengamanan dalam 7 0 0  

33 - Kasi Perekonomian 1 0    

34   - 
Pengelola Pembinaan dan 
Pengembangan Perekonomian 

1 1    

35   - Pengadministrasi Umum 2 0    

36 - Kasi Kesejahteraan Sosial 2 1    

37                

38   - Pengelola Data 2 0    

39   -   
Pengadministrasi Kesejahteraan 
Sosial 

1 1    

40       Pengadministrasi Umum 2 0    

Sumber:Kecamatan Sukodono 

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dengan 

ketersediannya pada sarana dan prasarana perkantoran yang 

menunjang pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sukodono.  

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi 

dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo diuraikan sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.6 
Tanah, Bangunan dan Mesin 

NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH 
SATUAN 
BARANG 

TAHUN 
PEROLEHAN 

KONDISI 

 TANAH     

1 Tanah Bangunan Gedung 8.519 M² 1991 BAIK 

2 Tanah Bangunan Kantor 
Pemerintah 

  1975 BAIK 

3 Tanah Bangunan Kantor 
Pemerintah 

  1980 BAIK 

4 Tanah Bangunan 
Pendidikan dan 
Latihan (Sekolah) 

  1979 BAIK 

5 Tanah Bangunan 
Pendidikan dan 
Latihan (Sekolah) 

  1991 BAIK 

6 Tanah Bangunan 
Pendidikan dan 
Latihan (Sekolah) 

  1991 BAIK 

7 Tanah Bangunan Balai 
Nikah 

  1980 BAIK 

 ALAT BESAR     

8 Portable Generating Set   2009 BAIK 

9 Portable Water Pump   2012 BAIK 

 ALAT ANGKUTAN     

10 Station Wagon 1 unit 1997 BAIK 

12 Station Wagon 1 unit 2007 BAIK 

13 Station Wagon 1 unit 2014 BAIK 

14 Station Wagon 1 unit 2014 BAIK 

15 Sepeda Motor 1 unit 1997 BAIK 

16 Sepeda Motor 1 unit 2000 BAIK 

17 Sepeda Motor 1 unit 2002 BAIK 

18 Sepeda Motor 1 unit 2004 BAIK 

19 Sepeda Motor 1 unit 2004 BAIK 

20 Sepeda Motor 1 unit 2007 BAIK 

21 Sepeda Motor 2 unit 2012 BAIK 

22 Sepeda Motor 2 unit 2013 BAIK 

23 Sepeda Motor 1 unit 2014 BAIK 

24 Sepeda Motor 1 unit 2014 BAIK 

 ALAT UKUR     

25 Rol Meter 1 unit 2012 BAIK 

26 Meter Digital 1 unit 2016 BAIK 

 ALAT studio + komunikasi     

27 Camera + Attachment 1 unit 2011 BAIK 

28 Camera + Attachment 1 unit 2014 BAIK 

29 Proyektor + Attachment 1 unit 2011 BAIK 

30 Proyektor + Attachment 1 unit 2014 BAIK 
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NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH 
SATUAN 
BARANG 

TAHUN 
PEROLEHAN 

KONDISI 

31 Intercom Unit 1 unit 1998 BAIK 

32 Microphone/Wireless Mic 1 unit 2005 BAIK 

33 Microphone/Wireless Mic 2 unit 2005 BAIK 

34 Microphone/Wireless Mic 1 unit 2005 BAIK 

35 Microphone/Wireless Mic 1 unit 2011 BAIK 

36 Audio Tape Reel Recorder 1 unit 2012 BAIK 

37 Peralatan studio Visual 
Lain-lain 

1 unit 1990 BAIK 

38 Peralatan studio Visual 
Lain-lain 

1 unit 1990 BAIK 

39 Peralatan studio Visual 
Lain-lain 

1 unit 2004 BAIK 

40 Video Monitor 1 unit 2013 BAIK 

41 Mesin Press 1 unit 2006 BAIK 

42 Peralatan Cetak Lain-lain 1 unit 2003 BAIK 

43 Peralatan Cetak Lain-lain 1 unit 2005 BAIK 

44 Amplifier 1 unit 2007 BAIK 

45 Facsimile 1 unit 2008 BAIK 

46 Facsimile 1 unit 2012 BAIK 

47 Alat Komunikasi Radio VHF 
Lain-lain 

2 unit 2015 BAIK 

48 Alat Komunikasi Radio VHF 
Lain-lain 

2 unit 2015 BAIK 

49 Alat Komunikasi Radio VHF 
Lain-lain 

1 unit 2015 BAIK 

50 Alat Komunikasi Radio VHF 
Lain-lain 

1 unit 2015 BAIK 

51 mic duduk meja rapat 10 unit 2016 BAIK 

52 wireless 1 unit 2016 BAIK 

53 KAMERA DIGITAL 1 unit 2016 BAIK 

 Alat kantor dan rumah 
tangga 

    

54 Mesin Ketik Manual 
Standar (14-16) 

2 unit 1995 BAIK 

55 Mesin Ketik Manual 
Standar (14-16) 

1 unit 2005 BAIK 

56 Lemari Besi 1 unit 2000 BAIK 

57 Lemari Besi 1 unit 2003 BAIK 

58 Rak Besi/Metal 1 unit 1990 BAIK 

59 Rak Besi/Metal 1 unit 2004 BAIK 

60 Rak Besi/Metal 1 unit 2007 BAIK 

61 Rak Kayu 1 unit 1990 BAIK 

62 Filling Besi/Metal 2 unit 2000 BAIK 

63 Filling Besi/Metal 1 unit 2013 BAIK 

64 Filling Kayu 1 unit 2000 BAIK 

65 Brankas 1 unit 2007 BAIK 
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NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH 
SATUAN 
BARANG 

TAHUN 
PEROLEHAN 

KONDISI 

66 Brankas 1 unit 2007 BAIK 

Sumber: Kecamatan Sukodono 

 
Selain itu, di Kecamatan Sukodono juga mempunyai koleksi buku 

perpustakaan yang diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel 2.7 
Buku Perpustakaan 

BUKU / PERPUSTAKAAN 
JUMLAH 

TAHUN 
PEROLEHAN 

ASAL USUL 
CARA 

PEROLEHAN 
JUDUL / PENCIPTA 

Buku Cerita Para Remaja Negeri Impian / 
Zamzami Elriza 

1 2016 Pembelian 

Buku Cerita Para Remaja Negeri Impian / 
Zamzami Elriza 

1 2016 Pembelian 

Kupas Tuntas Kanker / Astrid Safitri 1 2016 Pembelian 

Kupas Tuntas Kanker / Astrid Safitri 1 2016 Pembelian 

Pengembangan Karier / Ags. Rosalena 1 2016 Pembelian 

Mudah Membuahkan 38 Jempol / Herfin 
Sas 

1 2016 Pembelian 

Mudah Membuat Pestisida Nbt / 
Subiyakto S 

1 2016 Pembelian 

Budaya Bahari / Boy Raharjo S. 1 2016 Pembelian 

Budidaya Bengkuang / H. Rakmad R. 1 2016 Pembelian 

Buku Pinter Olah Raga / Teguh Sutanto 1 2016 Pembelian 

Buku Pinter Olah Raga / Teguh Sutanto 1 2016 Pembelian 

Peng. Perikanan Indonesia / M. Gufran H. 
Kordi 

1 2016 Pembelian 

Budi Daya Sukun / H. Rakmad R. 1 2016 Pembelian 

Anak Jenius / Mugi Rezkiana H. 1 2016 Pembelian 

Waspadalah Masuk Usia 40 / Astrit Savitri 1 2016 Pembelian 

Pameran / Rovila & Fetty 1 2016 Pembelian 

Pameran / Rovila & Fetty 1 2016 Pembelian 

Keluarga Surgaku / Ustat Yusuf Mans. 1 2016 Pembelian 

Keluarga Surgaku / Ustat Yusuf Mans. 1 2016 Pembelian 

Obat Herbal / Cv Pustaka Agung 1 2016 Pembelian 

Obat Herbal / Cv Pustaka Agung 1 2016 Pembelian 

Mpasi Superbaby / Ika Prasetya A.,Amd. 1 2016 Pembelian 

Mpasi Superbaby / Ika Prasetya A.,Amd. 1 2016 Pembelian 

Beternak Itik & Bisnis / Abd. Wakhid 1 2016 Pembelian 

Beternak Itik & Bisnis / Abd. Wakhid 1 2016 Pembelian 

Budidaya Guramy / Ir. Yusuf Bachtiar 1 2016 Pembelian 

Budidaya Guramy / Ir. Yusuf Bachtiar 1 2016 Pembelian 

Budidaya Guramy / Ir. Yusuf Bachtiar 1 2016 Pembelian 

Budidaya Nila / B.T. Wahyudi 1 2016 Pembelian 

Budidaya Nila / B.T. Wahyudi 1 2016 Pembelian 
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BUKU / PERPUSTAKAAN 
JUMLAH 

TAHUN 
PEROLEHAN 

ASAL USUL 
CARA 

PEROLEHAN 
JUDUL / PENCIPTA 

Budidaya Nila / B.T. Wahyudi 1 2016 Pembelian 

Mencetak Cupang Jawara Kont / Enggan 
Priguna 

1 2016 Pembelian 

Mencetak Cupang Jawara Kont / Enggan 
Priguna 

1 2016 Pembelian 

Pengelolaan Kebon & Kelapa S. / Maruli 
Pardamean 

1 2016 Pembelian 

Pencegahan Stroke / Dr. Wening Sari 1 2018 Pembelian 

25 Nabi Dan Rosul / - 1 2016 Pembelian 

Dahsyatnya Sholat Malam / - 1 2016 Pembelian 

Cara Jitu Mengatasi Asam Urat / Dr. Yekti 
Mumpuni 

1 2016 Pembelian 

Sejarah Perjuangan Rasulullah / Sayid 
Muhammad 

1 2016 Pembelian 

Pensiun Vrp Dan Phk / Tessie Setiabudi 1 2016 Pembelian 

42 Desain Hunian Karya 23 Arsitek / 
Probo Hindarto 

1 2016 Pembelian 

Bapering / Rahmatullah Tahir 1 2016 Pembelian 

Aku Sayang Guru / M. Isnaeni 1 2016 Pembelian 

Keutamaan Zakat,Infaq,Sedekah / Gus 
Arifin 

1 2016 Pembelian 

Indah Dan Nikmatnya Surga / Majid Al 
Faruq 

1 2016 Pembelian 

Dahsyatnya Energi Bangun Pagi / Akhmad 
Al Habsyi 

1 2016 Pembelian 

Tetap Sehat Dan Bugar Di Usia 40 / 
Anshar Adhi S 

1 2016 Pembelian 

49 Kiat Santai Menstabilkan Tekanan 
Darah / Dr. Yashihiko W 

1 2016 Pembelian 

Kenapa Ya / Valentin Verti 1 2016 Pembelian 

Sembuh Dari Kanker Dengan Berolahraga 
/ Kwan Sik Seo 

1 2016 Pembelian 

45 Desain Kitchen Set Elegan / Dini Gahya 
Indah 

1 2016 Pembelian 

Punya Barang Bekas Daur Ulang / Prima 
Olimpia K 

1 2016 Pembelian 

210 Resep Masakan Pilihan / Sufi S 1 2016 Pembelian 

Dr. Zakir Naik Dokter Paling 
Berpengalaman / - 

1 2016 Pembelian 

Garis Waktu / 1 2016 Pembelian 

365 Hari Mp Asi Plus / Lies Setyarini 1 2016 Pembelian 

Jus Detoks / Dr. Sun Jae Kwang 1 2016 Pembelian 

- / - 1 2020 Pembelian 

- / - 1 2020 Pembelian 

Sumber: Kecamatan Sukodono 

Berdasarkan data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana 

penunjang Kegiatan Sukodono yang sudah dijabarkan sebelumnya, 
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diperoleh bahwa data perolehan sarana prasarana berupa tanah, 

bangunan dan mesin terbaru diperoleh pada tahun 2016.  Selain itu, 

berdasarkan data koleksi buku perpustakaan, pembelian/ 

pembaharuan koleksi terakhir dilakukan pada tahun 2016.  

Mengingat banyaknya kewenangan yang didelegasikan kepada 

camat sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yaitu 

sebanyak 11 bidang kewenangan/urusan, dapat disimpulkan bahwa 

daya dukung sarana prasarana penunjang kegiatan Kecamatan 

Sukodono menjadi tantangan ke depan dalam mengoptimalkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukodono  

Kecamatan Sukodono sebagai unsur pelaksana penunjang urusan 

pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan 

pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan 

pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.  

Kinerja Kecamatan Sukodono diukur dengan 3 (tiga) indikator 

kinerja diantaranya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan, Persentase penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke 

Kecamatan Sukodono dilaksanakan dengan baik, Persentase Desa Maju di 

Kecamatan Sukodono. Dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan 

Sukodono telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang 

telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara pencapaian, 

kinerja Kecamatan Sukodono telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya 

masih ditemukan berbagai macam kendala pelaksanaan. Permasalahan 

pertama terkait dengan SDM yang masih saja memiliki permasalahan 

dalam pelayanan di sistem aplikasi
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Tabel 2.8 
Hasil Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020 

No 
Indikator Kinerja 

Kecamatan Sukodono 

Target Renstra OPD pada tahun Realisasi Capaian pada tahun Rasio Capaian pada tahun- 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan 

N/A 80,3 80,5 80,7 83 N/A 80,48 82,27 86,22 89,223 N/A 100,2

2 

102,

20 

106,84 106,2

1 

2 Persentase Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum 

dan Kewenangan Lainnya 

Yang Didelegasikan ke 

Kecamatan Sukodono 

Dilaksanakan Dengan Baik 

N/A N/A N/A 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% N/A N/A N/A 100 100 

3 Persentase Desa Maju di 

Kecamatan Sukodono 

N/A 47% 52% 57% 63% N/A 26,13% 0% 63,16% 68,42% N/A 55,63 0% 110,8 108,6

0 

Sumber: Lakip Kecamatan Sukodono 2016-2020 

PC
Highlight
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Berikut merupakan penjabaran kinerja dari maisng-masing indikator: 

1. Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada tahun 

2020 sebesar 89,223 atau termasuk dalam kategori B (Baik). Jika 

dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2018, nilai ini mengalami 

penurunan. Namun masih dalam kategori yang sama yakni B (Baik). 

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi tahun 2017-2020 

telah melampaui target atau capaian diatas 100%.  

Rasio capaian kinerja nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan pada tahun 2017-2020 secara berturut-turut adalah 

100,22%, 102,2%, 106,84% dan 106,21%. 

2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan 

Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Sukodono 

Dilaksanakan Dengan Baik 

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan 

kewenangan lainnya yan di delegasikan ke Kecamatan Sukodono bahwa 

telah (Baik). Hal ini ditandai dengan realisasi telah mencapai 100%. 

Kinerja Kecamatan Sukodono untuk indikator ini setiap tahunnya selalu 

dalam kategori sangat baik walaupun pada tahun 2016-2018 tidak dapat 

diukur namun dimulai tahun 2019-2020 antara target dan realisasi pada 

rasio pencapaian kinerja pada 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kecamatan Sukodono telah menyelenggarakan dengan baik urusan 

pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan. 

3. Persentase Desa Maju di Kecamatan Sukodono 

Pada tahun 2017-2018 indikator kinerja tidak mencapai target 

yang telah ditentukan yaitu pada Tahun 2017 dengan target 47% tetapi 

pada realisasinya hanya pada 26,13% dengan rasio capaian hanya 

55,63% hal ini di anggap jauh dari target yang telah ditetapkan.  

Kemudian, pada Tahun 2018 realisasi 0% dari target sebesar 52%. 

Sementara pada tahun 2019 dan 2020, realisasi persentase desa maju 

di Kecamatan Sukodono melampaui target dengan capaiannya sebesar 

110,8% dan 108,6%. 
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Tabel 2.9 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020 

No 

Indikator 
Kinerja 

Kecamatan 
Sukodono 

Target Renstra OPD pada tahun Realisasi Capaian pada tahun Rasio Capaian pada tahun- 
Rata-Rata  

Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Ralisasi 

1 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) Pelayanan 
Administrasi 
Terpadu 
Kecamatan 

N
/
A
 

7
6
8
.0

8
4
.0

0
0
,0

0
 

1
.2

3
5
.0

7
0
.0

0
0
,0

0
 

N/A 

4
4
4
.7

9
7
.8

0
0
,0

0
 

N
/
A
 

7
5
1
.3

1
7
.9

6
1
,0

0
 

1
.1

7
3
.4

6
4
.7

0
2
,0

0
 

N/A 

4
2
0
.7

3
0
.2

1
5
,0

0
 

 97,82 95,01 N/A 94,59   

2 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum dan 
Kewenangan 
Lainnya Yang 
Didelegasikan ke 
Kecamatan 
Sukodono 
Dilaksanakan 
Dengan Baik 

N
/
A
 

5
2
1
.8

2
4
.0

0
0
,0

0
 

5
2
5
.6

8
0
.0

0
0
,0

0
 N/A 

7
6
3
.0

3
8
.3

4
8
,0

0
 

N
/
A
 

5
1
2
.2

4
5
.0

0
0
,0

0
 

5
2
2
.1

1
2
.0

0
0
,0

0
 N/A 

6
2
0
.8

7
3
.0

5
4
,0

0
 

 98,16 99,32 

N/A 81,37   

3 

Persentase Desa 
Maju di 
Kecamatan 
Sukodono 

N/A 

5
.4

0
0
.0

0
0
,0

0
 

N/A 

5
.4

0
0
.0

0
0
,0

0
 

N/A 100,00   

 

PC
Highlight
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Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui bahwa rasio antara realisasi 

penyerapan anggaran total dan anggaran total sudah cukup baik karena 

penyerapan anggaran selama tahun 2016-2021 pada rasio capaian melebih 86% 

akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang dari 100 %. Selain itu bila 

dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan 

bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.  

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN 

SUKDONO 

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan 

berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 

RTRW dan KLHS. 

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap 

sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja 

Kecamatan Sukodono periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut 

ini. 

Tabel 2.10 

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten  

terhadap Sasaran Renstra K/L 

No Indikator Kinerja 
Capaian 
Sasaran 
Renstra 

Sasaran pada Renstra 
Kementerian Dalam 
Negeri Tahun 2020-

2024 

Sasaran pada Renstra 
Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

Tahun 2020-2024 

1 Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
Pelayanan 
Administrasi 
Terpadu Kecamatan 

106,21 - Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
trantibumlinmas 

- Terjaminnya hak-hak 
keperdataan setiap 
warga negara dalam 
aspek kependudukan 
untuk semua 
keperluan 

- Berkembangnya status 
pembangunan desa 

2 Persentase 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum dan 

100 
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No Indikator Kinerja 
Capaian 
Sasaran 
Renstra 

Sasaran pada Renstra 
Kementerian Dalam 
Negeri Tahun 2020-

2024 

Sasaran pada Renstra 
Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

Tahun 2020-2024 

Kewenangan 
Lainnya Yang 
Didelegasikan ke 
Kecamatan 
Sukodono 
Dilaksanakan 
Dengan Baik 

3 Persentase Desa 
Maju di Kecamatan 
Sukodono 

108,60  

 

Implikasi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 

terhadap pelayanan Kecamatan Sukodono antara lain: 

a) Tantangan: 

1. Adanya presepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. 

Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa 

mandiri untuk menghindari berkurang ADD 

2. Masih terdapat warga Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten 

Sidoarjo namun belum mengurus surat keterangan pindah domisili 

(SKPWNI). 

3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen dan 

kevalidan data kependudukan masih rendah. 

b) Peluang: 

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja 

pelayanan maupun administratif 

2. Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan telah cukup baik 

3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan 

terpercaya dalam rangka mewujukan tertib administrasi 

kependudukan. 

 

 

 



 

KABUPATEN SIDOARJO II - 24 

 
RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW 

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri 

dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat 

pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan 

pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. Kecamatan Sukodono termasuk ke dalam klasifikasi Orde K3 dengan 

cakupan wilayah perkotaan meliputi wilayah Sukodono, Ngaresrejo, 

Sambungrejo, Plumbungan, Bangsri, Panjunan, Masangan Kulon, Masangan 

Wetan, Jumputrejo, Anggaswangi, Suruh, Kloposepuluh, sebagian 

Kebonagung, dan sebagian Pekarungan. Sementara, jalan akses utama terdiri 

dari jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan rencana pengembangan 

interchange Masangan Wetan. Kecamatan Sukodono berdasarkan homogenitas 

karaktertistik dan potensi wilayah termasuk ke dalam Sub Satuan Wilayah 

Pengembangan (SSWP) I dimana fungsi utamanya permukiman, industri dan 

perdagangan skala lokal sehingga dikembangkan fasilitas kawasan 

transportasi, mall dan fasilitas pendukung lainnya. Secara rinci hasil telaah 

struktur ruang wilayah Kecamatan Sukodono dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.11 

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Sukodono 

No 
Rencana 

Struktur Ruang 

Struktur 
Ruang Saat 

Ini 

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan 
Pelayanan PD 

1 Permukiman Tidak 
tersedia 
dokumen 
fakta dan 
analisa 
RTRW 

Skala pelayanan/type didominasi perumahan real estate, rusun atau 
kondominium dan rumah biasa/kampung. Implikasi terhadap 
penyelenggaraan Kecamatan Sukodono adalah menjadi potensi target 
layanan IMB sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya 
maupun inovatif pelayanan bidang perizinan khususnya IMB yang 
efisien dan efektif. 

2 Perdagangan 
dan Jasa 

Tidak 
tersedia 
dokumen 
fakta dan 
analisa 
RTRW 

Arah dominasi kegiatan perdagangan adalah skala pelayanan/type 
antara lain: 
a. Perdagangan dengan skala lokal dan regional 
b. Pasar Induk Agrobis (PIA) skala regional 
c. Jasa pemerintahan skala kecamatan 
Implikasi terhadap Kecamatan Sukodono adalah menjadi potensi 
target layanan perizinan terkait perizinan Usaha Mikro, Kecil maupun 
penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian yang tepat sasaran 
sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya dan inovatif 
pelayanan bidang perizinan. 

3 Fasilitas umum 
dan fasilitas 
sosial 

Tidak 
tersedia 
dokumen 
fakta dan 
analisa 
RTRW 

Arah dominasi fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah skala 
pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan skala 
lokal. Adanya fasilitas umum dan sosial berimplikasi pada penyediaan 
bangunan seperti rambu jalan dan sarana prasarana pengurangan dan 
penanganan sampah. Selain itu, adanya pengembangan fasilitas 
umum dan fasilitas sosial berpotensi menyebabkan keramaian 
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No 
Rencana 

Struktur Ruang 

Struktur 
Ruang Saat 

Ini 

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan 
Pelayanan PD 

sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya dan perencanaan 
penyelenggaraan kegiatan trantribum yang matang 

 

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sukodono, 

tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Sukodono untuk 5 (lima) tahun 

kedepan antara lain: 

c) Tantangan: 

1. Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan 

Sukodono tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan 

Sukodono. 

2. Belum adanya rincian peta dan pola ruang untuk Kecamatan Sukodono. 

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB. 

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha. 

5. Tidak semua kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat 

memiliki alokasi anggaran. 

d) Peluang: 

1. Terdapat arah pengembangan Kecamatan Sukodono berdasarkan RTRW 

dilihat dari arah dominasi jenis kegiatan yaitu permukiman, perdagangan 

dan jasa, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

2. Adanya kebijakan-kebijakan baru terkait perizinan usaha yang 

memudahkan kepengurusan izin dan pengawasan. 

 

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS 

Pada program kegiatan dan sub kegiatan pada kecamatan tidak 

termasuk dalam muatan KLHS, namun kedepan program kegiatan sub kegiatan 

seluruh Kecamatan berkonsep berorientasi keberlanjutan dan lingkungan.  
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

KECAMATAN SUKODONO 
 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

KECAMATAN SUKODONO 

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan Sukodono, akan dianalisa terkait masalah pokok atau 

masalah makro Kecamatan Sukodono, Masalah atau penyebab dari timbulnya 

masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. 

Masalah pokok, masalah dan akar masalah Kecamatan Sukodono ditunjukkan 

dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3 4 

1 Masih adanya pelaku 
usaha yang akan 
mengurus perizinan 
di Kecamatan 
Sukodono tidak 
mengetahui rencana 
struktur ruang 
Kecamatan Sukodono 

Belum adanya informasi 
terkait rencana struktur pola 
ruang yang diinformasikan 
melalui website maupun ruang 
pelayanan Kecamatan 

a. Kurangnya pengetahuan SDM 
terkait kebutuhan informasi pelaku 
usaha akan sebuah wilayah 

b. Kurangnya pengetahuan SDM 
terkait SPM Bidang PUPR 

c. Belum adanya rencana detail tata 
ruang untuk Kecamatan Sukodono 

2 Masih adanya potensi 
Rumah Tinggal 2 
lantai luasan 
maksimal 400m2 
yang belum memiliki 
izin 

Masih rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk mengurus 
perizinan IMB 

a. kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat terkait pentingnya 
memiliki IMB dan kemudahan 
dalam mengurus IMB 

b. kurangnya personil/SDM 
kecamatan untuk melakukan 
jemput bola atau pengawasan 
langsung kerumah-rumah 

3 Masih adanya potensi 
pelaku usaha yang 
belum memiliki izin 
usaha 

Masih rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk mengurus 
perizinan usaha 

a. kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat terkait pentingnya 
memiliki IMB dan kemudahan 
dalam mengurus IMB 

4 Masih sedikit jumlah 
desa yang termasuk 
dalam kategori desa 
maju 

Adanya presepsi negative desa 
terhadap indeks desa 
membangun. Perangkat desa 
memilih untuk tidak 
menaikkan status menjadi 

a. kurangnya sosialisasi kepada 
perangkat desa terkait Indeks Desa 
Membangun 

b. belum optimalnya koordinasi 
dengan stakeholder terkait (dalam 
hal ini Dinas PMD) untuk memberi 
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NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3 4 

desa mandiri untuk 
menghindari berkurang ADD 

edukasi kepada perangkat desa 
terkait manfaat menjadi desa 
maju 

 
 

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH TERPILIH 

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus 

sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016. Adapun visi RPJPD 

Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, 

Sejahtera, dan Madani”. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo 

yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut 

memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi 

kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala 

aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan 

perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya 

seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin 

diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan 

(growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan 

(equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya 

menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh 

masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali. 

b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. 

Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan 

diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna 

“terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target 

pembangunan yang belum tercapai akan dtingkatkan pencapaiannya, dan 

yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya 

peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk 

kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang. 
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c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan 

People Centered Developement atau pembangunan berpusat pada 

manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal 

dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur 

budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup 

masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. 

Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun 

tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan 

Kabupaten Sidoarjo ke depan. 

d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di 

atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo 

sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut 

berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten 

Sidoarjo 

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara 

berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan 

sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai 

basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 

5 (Lima) misi tersebut: 

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan 

Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

dan Kemudahan Berusaha. 

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan 

dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas 

pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif 

dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen 

kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke 

depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik 

merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. 
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Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat 

melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada 

Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, 

Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan 

Mengurangi Kemiskinan. 

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor 

utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan 

melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. 

Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan 

melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, 

pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi 

keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan 

dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian 

fiskal daerah. 

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan 

Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan ingkungan. 

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar 

yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. 

Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan 

infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan 

daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan 

terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan 

perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam 

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbang 

kertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. 

Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi 

kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi 

kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo. 
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Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui 

Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta 

Kebutuhan Dasar Lainnya. 

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini 

memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan 

pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan 

memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka 

panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya 

penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan 

serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu 

meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang 

luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia 

telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai 

prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas. 

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-

Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga. 

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat 

memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai kegamaan yang 

berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan 

membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal 

teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada 

value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, 

tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender. 

 

PC
Note


ditambah dengan narasi bahwa misi yang diampu kecamatan adalah misi 1 (T. 1 S.2 ) dan 5( T.1 S.2)
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Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan  

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan 

Tujuan dan Sasaran 
KDH dan Wakil KDH 

terpilih 

Permasalahan Pelayanan OPD Faktor 

Penghambat Pendukung 

(1) (2) (3) (4) 

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Publik dan Kemudahan Berusaha 
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga 

Tujuan: 
Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
yang bersih, transparan 
dan tangkas berbasis 
digital serta pelayanan 
publik berkualitas yang 
mendukung kemudahan 
berusaha 
Sasaran 1: 
Terselenggaranya tata 
kelola pemerintahan 
yang bersih, transparan 
dan tangkas berbasis 
digital. 
Sasaran 2: 
Terselenggaranya 
pelayanan publik yang 
berkualitas dalam 
rangka mendukung 
kemudahan berusaha 

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan 
informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 

2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang 
PUPR 

3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk 
Kecamatan Sukodono 

4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 
pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 
mengurus IMB 

5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk 
melakukan jemput bola atau pengawasan langsung 
kerumah-rumah 

6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 
pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 
mengurus IMB 

7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait 
Indeks Desa Membangun 

8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder 
terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi 
edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat 
menjadi desa maju 

1. Minimalnya informasi yang 
diberika kecamatan untuk 
kebutuhan pelaku usaha 

2. Belum keseluruhan SDM 
mengerti tentang SPM 
bidang PUPR 

3. Minimnya kesadaran 
masyarakat akan 
kepengurusan IMB 

4. Masih kurangnya SDM dalam 
pengawasan IMB 

5. Minimalnya arah Dinas 
Pemberdayaan Desa pada 
aparatur desa 

6. Kerap terjadi perselisihan 
antar masyarakat atau desa 

1. Adanya sarana informasi dengan 
kemudahan akses untuk pelaku 
usaha 

2. Adanya pelatihan pemahaman 
tentang SPM bidang PUPR 

3. Sosialisasi kepada desa dan 
masyarakat untuk kepentingan 
pelaporan dan pengurusan IMB 

4. Penambahan SDM untuk 
pengawasan IMB 

5. Kecamatan yang ikut 
mensupport desa untuk 
menjadikan desa maju ke desa 
mandiri 

6. Pembinaan dan pemberian 
pemahaman akan pentingnya 
ketertiban umum antar 
masyarakat dan desa 
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3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI JAWA 

TIMUR 

Pada telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa 

Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra 

Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur 

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan 

sasarannya. 

Tabel 3.3 
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian  

Dalam Negeri Tahun 2020-2024 

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis 

(1) (2) (3) 

1 Terwujudnya 
stabilitas politik 
dalam Negeri dan 
Kesatuan Bangsa 

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia 
b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai 

Pancasila di Daerah 
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional 
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

trantibumlinmas 

2 Peningkatan 
kapasitas dan sinergi 
pembangunan pusat 
dan daerah, serta 
pelayanan publik 
yang berkualitas dan 
penguatan inovasi 

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM 
aparatur pemerintahan dalam negeri 

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk 
hukum pusat dan daerah 

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 
dalam negeri yang adaptif, profesional, 
proaktif, dan inovatif 

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap 
warga negara dalam aspek kependudukan 
untuk semua keperluan 

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan 
kewilayahan 

3 Peningkatan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik dan 
lingkungan 
Kementerian dalam 
Negeri 

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang 
akuntabel dan berintegritas 

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian 
dan pengembangan sebagai rujukan utama 
dalam penataan kebijkan di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri 
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Tabel 3.4 
Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 

No 

Sasaran Strategis 
Jangka Menengah 

Renstra 
Kementerian 

Permasalahan Pelayanan OPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pndukung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Terjaminnya hak-
hak keperdataan 
setiap warga negara 
dalam aspek 
kependudukan untuk 
semua keperluan 

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan 

informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 

2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang 

PUPR 

3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk 

Kecamatan Sukodono 

4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 

mengurus IMB 

5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk 

melakukan jemput bola atau pengawasan langsung 

kerumah-rumah 

6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 

mengurus IMB 

7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa 

terkait Indeks Desa Membangun 

8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder 
terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi 
edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat 
menjadi desa maju. 

1. Minimalnya informasi yang 

diberika kecamatan untuk 

kebutuhan pelaku usaha 

2. Belum keseluruhan SDM 

mengerti tentang SPM bidang 

PUPR 

3. Minimnya kesadaran 

masyarakat akan kepengurusan 

IMB 

4. Masih kurangnya SDM dalam 

pengawasan IMB 

5. Minimalnya arah Dinas 
Pemberdayaan Desa pada 
aparatur desa 

6. Kerap terjadi perselisihan 
antar masyarakat atau desa 

1. Adanya sarana informasi dengan 

kemudahan akses untuk pelaku 

usaha 

2. Adanya pelatihan pemahaman 

tentang SPM bidang PUPR 

3. Sosialisasi kepada desa dan 

masyarakat untuk kepentingan 

pelaporan dan pengurusan IMB 

4. Penambahan SDM untuk 

pengawasan IMB 

5. Kecamatan yang ikut mensupport 

desa untuk menjadikan desa 

maju ke desa mandiri 

6. Pembinaan dan pemberian 
pemahaman akan pentingnya 
ketertiban umum antar 
masyarakat dan desa 
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3.3 TELAAHAN RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN 

HIDUP STRATEGIS 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. 

Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan 

tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten 

anatara lain: 

a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah 

b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian 

pemanfaatan ruang di daerah 

c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah 

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: 

a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buatan; 

b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta 

c. Mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Penelahaan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi 

Kecamata Sukodono tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam 

RTRW maupun KLHS. Tupoksi Kecamatan Sukodono lebih mengarah pada 

fungsi koordinasi dan fasilitasi. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan 

Kecamatan Sukodono hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. 

Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara 

langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Kecamatan. 
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Tabel 3.5 
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 

No 

Rencana 
Pengembangan 

Kawasan Terkait 
Tugas Perangkat 

Desa 

Permasalahan Pelayanan OPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 1. Kawasan 
Pemukiman 
pedesaan 
maupun 
perkotaan 

2. Kawasan 
Peruntukan 
Lahan 

3. Kawasan 
Industri 

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi 

pelaku usaha akan sebuah wilayah 

2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 

3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk 

Kecamatan Sukodono 

4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 

mengurus IMB 

5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan 

jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 

6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam 

mengurus IMB 

7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait 

Indeks Desa Membangun 

8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait 

(dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada 

perangkat desa terkait manfaat menjadi desa maju. 

1. Minimalnya informasi yang 

diberika kecamatan untuk 

kebutuhan pelaku usaha 

2. Belum keseluruhan SDM 

mengerti tentang SPM 

bidang PUPR 

3. Minimnya kesadaran 

masyarakat akan 

kepengurusan IMB 

4. Masih kurangnya SDM dalam 

pengawasan IMB 

5. Minimalnya arah Dinas 
Pemberdayaan Desa pada 
aparatur desa 

6. Kerap terjadi perselisihan 
antar masyarakat atau desa 

1. Adanya sarana informasi dengan 

kemudahan akses untuk pelaku 

usaha 

2. Adanya pelatihan pemahaman 

tentang SPM bidang PUPR 

3. Sosialisasi kepada desa dan 

masyarakat untuk kepentingan 

pelaporan dan pengurusan IMB 

4. Penambahan SDM untuk 

pengawasan IMB 

5. Kecamatan yang ikut 

mensupport desa untuk 

menjadikan desa maju ke desa 

mandiri 

6. Pembinaan dan pemberian 
pemahaman akan pentingnya 
ketertiban umum antar 
masyarakat dan desa 
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3.4 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan 

Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Telaahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah, maka isu-isu strategis yang terkait adalah 

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan 

sebuah wilayah 

2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 

3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Sukodono 

4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan 

kemudahan dalam mengurus IMB 

5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau 

pengawasan langsung kerumah-rumah 

6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan 

kemudahan dalam mengurus IMB 

7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun 

8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas 

PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi 

desa majuMasih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan 

melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu 

strategis. 

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah 

ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut: 

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah 

ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 
Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis 

No Kriteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 
pencapaian sasaran RPJMD 

20 

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 10 

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20 

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10 

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25 

Total 100 

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telah ditentukan hasil penilaian 

isu strategis sebagai berikut: 

Tabel 3.7 
Total Skor Isu-Isu Strategis 

No Isu Strategis 

Total Skor Total Skor 

1 
(0,20) 

2 
(0,10) 

3 
(0,20) 

4 
(0,10) 

5 
(0,15) 

6 
(0,25) 

7 
(100) 

1 Kurangnya pengetahuan SDM 

terkait kebutuhan informasi 

pelaku usaha akan sebuah 

wilayah 

5 5 4 5 4 4 4,40 

2 Kurangnya pengetahuan SDM 

terkait SPM Bidang PUPR 

5 5 5 5 5 5 5,00 

3 Belum adanya rencana detail 

tata ruang untuk Kecamatan 

Sukodono 

4 4 4 3 3 3 3,50 

4 kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pentingnya 

memiliki IMB dan kemudahan 

dalam mengurus IMB 

4 4 4 4 4 3 3,75 

5 kurangnya personil/SDM 

kecamatan untuk melakukan 

jemput bola atau pengawasan 

langsung kerumah-rumah 

5 5 5 4 4 5 4,75 

6 kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pentingnya 

memiliki IMB dan kemudahan 

dalam mengurus IMB 

4 4 4 4 3 3 3,60 
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No Isu Strategis 

Total Skor Total Skor 

1 
(0,20) 

2 
(0,10) 

3 
(0,20) 

4 
(0,10) 

5 
(0,15) 

6 
(0,25) 

7 
(100) 

7 kurangnya sosialisasi kepada 

perangkat desa terkait Indeks 

Desa Membangun 

5 5 5 4 4 4 4.50 

8 belum optimalnya koordinasi 
dengan stakeholder terkait 
(dalam hal ini Dinas PMD) untuk 
memberi edukasi kepada 
perangkat desa terkait manfaat 
menjadi desa majuMasih adanya 
ego antar sektoral dari masing-
masing masyarakat akan 
ketentraman dan ketertiban 
umum 

5 5 5 5 4 4 4,60 

 

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis 

terkait Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sukodono perlu 

memprioritaskan pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR  
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
5.1 STRATEGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO 

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai 

sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 

mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang 

sinergis dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan 

tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan kemudahan berusaha. Dengan tujuan meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta 

pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha.  

Strategi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 

dapat ditentukan melalui kepentingan peran dari RTRW yaitu Saat ini 

informasi yang terdapat belum terpublikasi di website resmi Kecamatan 

Sukodono http://sukodono.sidoarjokab.go.id/  dan pada peta pola ruang 

dan peta struktur ruang wilayah Kecamatan Sukodono secara digital maupun 

analog belum di tempel lobby pelayanan dan di website resmi Kecamatan 

Sukodono 

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO 

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kabijakan dari Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah: 

1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT 

2. Evaluasi secara berkala megenai pelayanan sesuai dengan SOP 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan  

4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada di Kecamatan Sukodono 

5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan 

http://sukodono.sidoarjokab.go.id/%20%20dan
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6. pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman 

dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan 

VISI   : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan. 

MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui 
Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha 
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta 
Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan, 
ketentraman 
dan Ketertiban 
umum 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemmerintahan 
kecamatan 

Mengembangkan 
sistem 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 
berbasis sistem 
IT memudahkan 
jangkauan dalam 
akses pada 
masing-masing 
desa 

1. Mengembangkan inovasi pelayanan 
berbasis IT 

2. Evaluasi secara berkala megenai 
pelayanan sesuai dengan SOP 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam melakukan evaluasi pelayanan  

4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada 
di Kecamatan Sukodono 

5. Meningkatkan kinerja perangkat 
Kecamatan 

Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

Menciptakan 
harmonisasi 
antar 
masyarakat dan 
antar desa 

1. Memberikan arahan, sosialisasi serta 
pendampingan kepada masyarakat dan 
desa untuk menciptakan ketentraman dan 
ketertiban umum untuk kepentingan 
bersama 

 

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka dilaksanakanan program perangkat daerah. Program tersebut 

merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang teruk ur sesuai dengan tugas dan fungsinya 

PC
Highlight

PC
Note
dobel m

PC
Highlight



 

KABUPATEN SIDOARJO VI - 1 
 

 
RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

BAB VI 
RENCANA PROGRAM  

DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

6.1 RENCANA PROGRAM 

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan 

untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan 

program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya 

program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program, Kegiatan dan sub 

kegiatan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan 

untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi : 

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan 

sub kegiatan: 

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan, dengan sub kegiatan: 

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait 

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat, dengan sub kegiatan: 

a. Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  terkait dengan 

Pelayanan Perizinan Non Usaha 
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b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan 

Nonperizinan 

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 

 

B. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum, dengan sub kegiatan: 

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 

b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam 

Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan: 

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 
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E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

g. Penyediaan Bahan/Material 

h. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan" 

c. Pengadaan Alat Besar 

d. Pengadaan Mebel 

e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 

sub kegiatan: 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
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Tabel 6.1 
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  Kecamatan Sukodono Tahun 2021-2026 

Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  
subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 
Awal 

Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

meningkatnya 

Kualitas 
Penyelenggara

an 

Pemerintahan, 

ketentraman 
dan 

Ketertiban 

umum 

Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggara

an 

pemmerintaha

n kecamatan 

  1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

a. Tingkat Kepuasan Aparatur OPD 

terhadap Pelayanan Kesekretariatan 

a. 89,22 85 6.334.094.9

36 

a. 85 7.228.032.3

67 

a. 85,5 8.105.650.0

00 

a. 86 8.414.310.5

00 

a. 86,5 9.552.063.0

00 

a. 87 10.283.181.2

50 

a. 87 10.283.181.2

50 

Sekretariat Kecamat

an 
Sukodono 

    Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  1. Jumlah tahapan 

perencanaan yang 
dilaksanakan 

2. Jumlah rekomendasi hasil 

evaluasi kinerja yang 

ditindaklanjuti 

  a. 4 

kali 
b. 4 

kali 

52.826.269 a. 4 kali 

b. 4 kali 

2.181.875 a. 4 kali 

b. 4 kali 

2.250.000 a. 4 

kali 
b. 4 

kali 

2.275.000 a. 4 kali 

b. 4 kali 

2.313.000 a. 4 

kali 
b. 4 

kali 

77.350.000 a. 4 kali 

b. 4 kali 

77.350.000 Kasubag 

Perencanaan 
dan 

Keuangan 

  

          Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat 
Daerah 

    Jumlah dokumen 

perencanaan PD yang 

disusun tepat waktu 

- 7 

dokume

n 

50.342.000 3 dokumen 

(Renstra, 

renja, renja 

Perubahan) 

0 2 dokumen 

(renja, 

renja 

Perubahan
) 

0 2 

dokume

n 

0 2 

dokume

n 

0 3 

dokume

n 

75.000.000 3 

dokumen 

75.000.000 Kasubag 

Perencanaan 

dan 

Keuangan 

  

          Koordinasi  dan  

Penyusunan  
Laporan  

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja SKPD 

    Jumlah dokumen 

laporan kinerja PD yang 
disusun tepat waktu 

2 dokumen 

(Lakip, 
LPPD) 

2 

laporan 

1.523.388 2 dokumen 1.431.875 2 dokumen 1.500.000 2 

dokume
n 

1.525.000 2 

dokume
n 

1.563.000 2 

dokume
n 

1.600.000 2 

dokumen 

1.600.000 Kasubag 

Perencanaan 
dan 

Keuangan 

  

          Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah  

    Jumlah dokumen monev 

PD yang tersusun 

4 dokumen 4 

laporan 

960.881 4 dokumen 750.000 4 dokumen 750.000 4 

dokume

n 

750.000 4 

dokume

n 

750.000 4 

dokume

n 

750.000 4 

dokumen 

750.000 Kasubag 

Perencanaan 

dan 
Keuangan 

  

        Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  Persentase realisasi anggaran 

PD 

72,67% 75% 3.875.175.4

79 

75% 4.284.706.9

99 

77,50% 4.325.000.0

00 

80% 4.400.000.0

00 

82,50% 4.450.000.0

00 

85% 4.750.000.00

0 

87,50% 4.750.000.00

0 

Kasubag 

Perencanaan 

dan 
Keuangan 

  

          Penyediaan 

Gaji dan 
Tunjangan ASN 

    Jumlah ASN yang 

mendapatkan Gaji dan 
Tunjangan 

25 orang 33 

orang 

3.875.175.4

79 

25 orang 4.284.706.9

99 

25 orang 4.325.000.0

00 

25 

orang 

4.400.000.0

00 

25 

orang 

4.450.000.0

00 

25 

orang 

4.750.000.00

0 

25 orang 4.750.000.00

0 

Kasubag 

Perencanaan 
dan 

Keuangan 

  

          Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

    Jumlah laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
yang tersusun 

  5 

laporan 

325.500                             

        Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM)  

89,223 84 400.467.140 89,50 (A) 362.961.093 89,70 (A) 361.900.000 89,90 
(A) 

374.535.500 90,10 
(A) 

385.125.000 90,30 
(A) 

393.175.000 90,30 (A) 393.175.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 
Komponen 

Instalasi Listrik 

/ Penerangan 
Bangunan 

Kantor 

    Jumlah komponen listrik 
/penerangan yang 

tersedia 

46 Buah 26 buah 5.902.065 48 buah 5.958.889 50 Buah 6.000.000 52 Buah 6.035.500 54 Buah 6.050.000 56 Buah 6.075.000 56 Buah 6.075.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

    Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 
yang tersedia 

NA 102 

buah 

26.076.230 90 buah 24.792.895 100 buah 25.000.000 110 

Buah 

25.500.000 120 

Buah 

26.000.000 130 

Buah 

27.000.000 130 Buah 27.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Peralatan 
Rumah Tangga 

    Jumlah peralatan rumah 

tangga yang tersedia 

NA     0 buah 0 5 buah 10.000.000 7 Buah 15.000.000 8 Buah 17.500.000 9 Buah 20.000.000 10 Buah 20.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 
Bahan Logistik 

Kantor 

    1. Jumlah BBM yang 
disediakan             

2. Jumlah logistik rumah 

tangga kantor yang 

tersedia 

1. 12 
Bulan 

2. - bulan 

1. 
13000 

liter 

2. 0 

liter 

139.200.000 1. 12 Bulan 
2. - bulan 

149.200.000 1. 12 
Bulan 

2. - bulan 

155.000.000 1. 12 
Bulan 

2. - 

bulan 

160.000.000 1. 12 
Bulan 

2. - 

bulan 

165.000.000 1. 12 
Bulan 

2. - 

bulan 

165.000.000 1. 12 
Bulan 

2. - bulan 

165.000.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

    Jumlah cetak dan 

penggandaan yang 

tersedia 

50 buah 112 

buah 

4.672.988 50 buah 8.705.460 50 buah 8.900.000 50 buah 9.000.000 50 buah 9.075.000 50 buah 9.100.000 50 buah 9.100.000 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-

undangan 

    Jumlah buku bahan 

bacaan, peraturan 

perundang-undangan 
dan koran yang tersedia 

48 buah 48 buah 3.360.000 24 buah 3.360.000 24 buah 4.000.000 24 buah 4.000.000 24 buah 4.000.000 24 buah 4.000.000 24 buah 4.000.000 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia
n 
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Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  

subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 
Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

          Penyediaan 

Bahan/Material 

    Jumlah bahan/material 

yang tersedia 

  13 jenis 13.838.131   0                     Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia
n 

  

          Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

    a. Jumlah jamuan 

rapat/tamu  yang 

disediakan 
b. Jumlah kunjungan 

tamu yang difasilitasi 

a. 1200 

dos 

b. 4 kali 

2000 

dus 

63.396.000 a. 1200 dos 

b. 4 kali 

75.943.840 a. 1200 

dos 

b. 4 kali 

78.000.000 a. 1200 

dos 

b. 4 
kali 

80.000.000 a. 1200 

dos 

b. 4 kali 

82.500.000 a. 1200 

dos 

b. 4 
kali 

87.000.000 a. 1200 

dos 

b. 4 kali 

87.000.000 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia
n 

  

          Penyelenggaraa

n Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

    a. Persentase surat 

perintah tugas yang 
ditindaklanjuti 

b. Jumlah rapat 

koordinasi dan 
konsultasi yang 

diselenggarakan 

  a. 100% 

b. 0 
kali 

144.021.726 a. 100% 

b. 0 kali 

95.000.009 a. 100% 

b. 0 kali 

75.000.000 a. 100% 

b. 0 
kali 

75.000.000 a. 100% 

b. 0 kali 

75.000.000 a. 100% 

b. 0 
kali 

75.000.000 a. 100% 

b. 0 kali 

75.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penatausahaan 

Arsip Dinamis 
pada SKPD 

    Jumlah arsip dinamis 

yang dikelola 

      0 buah   0 buah   0 buah   0 buah   0 buah   0 buah   Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Dukungan   

Pelaksanaan   
Sistem   

Pemerintahan 

Berbasis 
Elektronik pada 

SKPD 

    Jumlah data dan 

informasi PD yang 
tersedia 

      0 laporan   0 laporan   0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 laporan   Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

        Pengadaan   Barang   

Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  Jumlah dan Jenis BMD yang 

diadakan 

  10 unit 99.581.648 1 unit 20.000.000 5 unit 850.000.000 6 unit 1.062.500.0

00 

7 unit 1.328.125.0

00 

8 unit 1.660.156.25

0 

8 unit 1.660.156.25

0 

Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Pengadaan  

Kendaraan  
Perorangan  

Dinas  atau 

Kendaraan 
Dinas Jabatan 

    Jumlah mobil jabatan 

yang diadakan 

      0 laporan 0 0 laporan 0 0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 laporan   Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Pengadaan  

Kendaraan  

Dinas  
Operasional  

atau 

Lapangan 

    Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

diadakan 

      0 laporan 0 0 laporan 0 0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 

laporan 

  0 laporan   Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia
n 

  

          Pengadaan Alat 
Besar 

    Jumlah alat besar yang 
diadakan 

      0 laporan 0 0 laporan 0 0 
laporan 

  0 
laporan 

  0 
laporan 

  0 laporan   Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Pengadaan 
Mebel 

    Jumlah meubeleur yang 
diadakan 

      0 laporan 0 0 laporan   0 
laporan 

  0 
laporan 

  0 
laporan 

  0 laporan   Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

    Jumlah peralatan dan 

perlengkapan 

gedung/kantor / rumah 

dinas/jabatan yang 
diadakan 

  10 unit 99.581.648 1 unit 20.000.000 5 unit 850.000.000 6 unit 1.062.500.0

00 

7 unit 1.328.125.0

00 

8 unit 1.660.156.25

0 

8 unit 1.660.156.25

0 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

        Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  Persentase terpenuhinya jasa 

penunjang perkantoran 

  100% 1.709.443.2

00 

100% 2.403.858.2

00 

100% 2.417.500.0

00 

100% 2.424.000.0

00 

100% 3.232.000.0

00 

100% 3.244.500.00

0 

100% 3.244.500.00

0 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia
n 

  

          Penyediaan 

Jasa Surat 
Menyurat 

    Jumlah surat keluar 

masuk yang dikelola 

  2000 

surat 

2.000.000 3000 Surat 2.000.000 3050 Surat 2.000.000 3075 

Surat 

2.000.000 3100 

Surat 

2.000.000 3125 

Surat 

2.000.000 3125 

Surat 

2.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

    Rekening listrik, air, 

telepon dan internet 
yang terbayar 

12 bulan 12 

bulan 

373.000.000 12 bulan 215.000.000 12 bulan 220.000.000 12 

bulan 

225.000.000 12 bulan 230.000.000 12 

bulan 

235.000.000 12 bulan 235.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan   
Jasa   Peralatan   

dan   

Perlengkapan 
Kantor 

    Persentase peralatan 
dan perlengkapan 

kantor yang berfungsi 

baik 

                              Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

    1. Jumlah tenaga 

kebersihan kantor yang 

terbayar                                                               
2. Jumlah tenaga 

1. 120 

orang / 

tahun 
2. 108 

1. 120 

orang / 

tahun 
2. 108 

1.334.443.2

00 

1. 120 orang/ 

tahun 

2. 108 orang 
/ tahun 

2.186.858.2

00 

1. 120 

orang / 

tahun 
2. 108 

2.195.500.0

00 

1. 120 

orang / 

tahun 
2. 108 

2.197.000.0

00 

1. 120 

orang / 

tahun 
2. 108 

3.000.000.0

00 

1. 102 

orang / 

tahun 
2. 108 

3.007.500.00

0 

1. 102 

orang / 

tahun 
2. 108 

3.007.500.00

0 

Kasubag 

Perencanaan 

dan 
Keuangan 
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Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  

subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 
Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

keamanan kantor yang 

terbayar 
3. Jumlah pengelola 

keuangan dan barang 

yang terbayar; 

4.. Jumlah tenaga non 
ASN yang terbayar 

orang / 

tahun 
3. 144 

orang/ 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 144 

orang/ 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

3. 144 orang/ 

tahun 
4. 72 orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 168 

orang / 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 168 

orang / 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 168 

orang / 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 168 

orang / 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

orang / 

tahun 
3. 168 

orang / 

tahun 

4. 72 
orang / 

tahun 

        Pemeliharaan  Barang  

Milik  Daerah  
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  Jumlah barang milik daerah 

penunjang urusan 
pemerintahan daerah yang 

dilakukan pemeliharaan 

  29 184.324.200 30 154.324.200 32 149.000.000 34 151.000.000 36 154.500.000 38 158.000.000 38 158.000.000 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan,   
dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

    Jumlah kendaraan 
jabatan yang dipelihara 

2 unit 2 unit 25.500.000 2 unit 30.500.000 2 unit 30.000.000 2 unit 30.000.000 2 unit 32.500.000 2 unit 35.000.000 2 unit 35.000.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

    1. Jumlah kendaraan 
dinas/operasional yang 

dipelihara; 

2. Jumlah bahan 
peralatan dan bahan 

pembersih kendaraan 

yang tersedia 

3. Jumlah STNK 
kendaraan dinas yang 

lunas pajaknya 

1. 4 unit 
2.  0 buah 

3. 6 unit 

1. 4 
unit 

2.  0 

buah 
3. 6 

unit 

45.000.000 1. 4 unit 
2.  0 buah 

3. 6 unit 

47.000.000 1. 4 unit 
2.  0 buah 

3. 6 unit 

49.000.000 1. 4 
unit 

2.  0 

buah 
3. 6 

unit 

51.000.000 1. 4 unit 
2.  0 

buah 

3. 6 unit 

52.000.000 1. 4 
unit 

2.  0 

buah 
3. 6 

unit 

53.000.000 1. 4 unit 
2.  0 buah 

3. 6 unit 

53.000.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Pemeliharaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

    Jumlah peralatan dan 
mesin lainnya yang 

dipelihara 

  24 unit 113.824.200 24 76.824.200 26 70.000.000 28 70.000.000 30 70.000.000 32 70.000.000 32 70.000.000 Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

        Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

  1. Persentase ASN yang disiplin 
2. Persentase ASN yang 

mengikuti pelatihan yang 

bersertifikat 

a. 90% 
b. 0 % 

a. 90% 
b. 0 % 

12.277.000 a. 90% 
b. 0 % 

  a. 90% 
b. 0 % 

  a. 90% 
b. 0 % 

  a. 90% 
b. 0 % 

  a. 90% 
b. 0 % 

  a. 90% 
b. 0 % 

  Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

          Pengadaan    

Pakaian    Dinas    

Beserta    

Atribut 
Kelengkapanny

a 

    Jumlah pakaian dinas 

harian (PDH) yang 

diadakan 

  14 set 12.277.000     14 stel 12.000.000 25 stel 15.000.000 14 stel 15.000.000 25 stel 18.750.000 25 stel 18.750.000 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaia

n 

  

      2. Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan 
Publik 

a. Prosentase Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai 
SP dan SOP 

b. prosentase rekomendasi hasil 

koordinasi yang ditindaklanjuti 
bidang : Pemerintahan, 

Kesejahteraan Sosial, Pembangunan 

lingkungan, dan Perekonomian 
c. Persentase desa yang sudah 

menyusun dokumen pemutakhiran 

data Indeks Desa Membangun (IDM) 

secara tepat waktu 
 jumlah seluruh desa 

d.Prosentase desa yang menyusun 

dokumen perencanaan , 
penganggaran dan pelaporan sesuai 

dengan ketentuan dan tepat waktu  

  a. 100% 

b. 100% 
c. 100% 

d. 100% 

166.575.813 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

121.739.688 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

130.000.000 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

162.500.000 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

203.125.000 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

253.906.250 a. 100% 

b. 88% 
c. 100% 

d. 100% 

253.906.250 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

        Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat 
Daerah yang Ada di 

Kecamatan 

  a. Prosentase Pelayanan 

Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) sesuai SP 

dan SOP 

  100% 166.575.813 100% 121.739.688 100% 130.000.000 100% 162.500.000 100% 203.125.000 100% 253.906.250 100% 253.906.250 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 

  

          Peningkatan 

Efektifitas 
Pelaksanaan 

Pelayanan 

kepada 

Masyarakat di 
Wilayah 

Kecamatan 

    a. Prosentase 

administrasi 
kependudukan yang 

diselesaikan 

b. Prosentase pelayanan 

umum yang telah 
diselesaikan 

c. jumlah dokumen SKM 

yang disusun 

  a. 100% 

b. 100% 
c. 100% 

d. 1 

dokume

n 

166.575.813 a. 100% 

b. 95% 
c. 1  laporan 

d. 90 orang 

121.739.688 a. 100% 

b. 95% 
c. 1  

laporan 

d. 90 

orang 

130.000.000 a. 100% 

b. 100% 
c. 1  

laporan 

d. 90 

orang 

162.500.000 a. 100% 

b. 95% 
c. 1  

laporan 

d. 90 

orang 

203.125.000 a. 100% 

b. 95% 
c. 1  

laporan 

d. 90 

orang 

253.906.250 a. 100% 

b. 95% 
c. 1  

laporan 

d. 90 

orang 

253.906.250 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaia

n 
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  

subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 
Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

d. Jumlah Peserta 

sosialisasi Pelayanan 
Umum 

        Koordinasi 

Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 

  Prosentase rekomendasi hasil 

koordinasi bidang 
kesejahteraan sosial, agama 

dan kemasyarakatan; 

pembangunan dan lingkungan 
hidup; pemerintahan dan 

perekonomian yang 

diitindaklanjuti 

  87,50% 241.483.841 88,00% 230.000.000 89,50% 246.100.000 91,00% 263.327.000 92,50% 281.759.890 94,00% 301.483.082 94% 301.483.082 Kasi Kesos, 

Kasi 
Pemerintaha

n, Kasi 

Pembanguna
n dan 

Lingkungan, 

Kasi 

Perekonomia
n 

  

          Koordinasi/Sine

rgi 

Perencanaan 
dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 
Pemerintahan 

Dengan 

Perangkat 

Daerah dan 
Instansi 

Vertikal Terkait 

    a. Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 

kesejahteraan sosial, 
agama dan 

kemasyarakatan yang 

diitindaklanjuti/dilakuk
an 

b. Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 

pembangunan dan 
lingkungan hidup yang 

ditinjaklanjuti/dilakuka

n 
c. Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 

pemerintahan yang 
ditindaklanjuti/dilakuka

n 

d. Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 
perekonomian yang 

ditinjaklanjuti/dilakuka

n 

  a. 100% 

b. 100% 

c. 100% 
d. 100% 

241.483.841 a. 6 Kali 

b. 6 kali 

c. 6 Kali 
d. 6 Kali 

230.000.000 a. 6 Kali 

b. 6 kali 

c. 6 Kali 
d. 6 Kali 

246.100.000 a. 6 

Kali 

b. 6 
kali 

c. 6 

Kali 
d. 6 

Kali 

263.327.000 a. 6 Kali 

b. 6 kali 

c. 6 Kali 
d. 6 Kali 

281.759.890 a. 6 

Kali 

b. 6 
kali 

c. 6 

Kali 
d. 6 

Kali 

301.483.082 a. 6 Kali 

b. 6 kali 

c. 6 Kali 
d. 6 Kali 

301.483.082 kasi kesos, 

kasi 

pembanguna
n, kasi 

pemerintaha

n, kasi 
perekonomia

n 

  

        Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 

Camat 

  Persentase pelaksanaan urusan 
yang dilimpahkan kepada 

camat 

  84% 3.267.456.7
57 

85% 738.802.721 86% 764.137.329 87% 790.211.449 88% 816.932.793 89% 845.820.777 89% 845.820.777 kasi kesos, 
kasi 

pembanguna

n, kasi 
pemerintaha

n, kasi 

perekonomia
n, kasi 

Trnatib 

  

          Pelaksanaan  

Urusan  
Pemerintahan  

yang  terkait 

dengan 

Pelayanan 
Perizinan Non 

Usaha 

    Jumlah permohonan IMB 

Rumah Tinggal 2 lantai 
luasan maksimal 400m2 

yang telah diberi saran 

teknis 

91 laporan 100% 7.242.749 35 orang 23.408.523 37 orang 24.000.000 39 

orang 

24.500.000 41 

orang 

25.000.000 43 

orang 

26.000.000 43 orang 26.000.000 Kasi 

Pembanguna
n 

  

          Pelaksanaan 

Urusan 
Pemerintahan 

yang Terkait 

Dengan 
Nonperizinan 

    a. Jumlah monev bidang 

kesejahteraan sosial, 
agama dan 

kemasyarakatan yang 

telah disusun laporanya 
b. Jumlah monev bidang 

pembangunan dan 

lingkungan yang telah 
disusun laporanya 

c. Jumlah monev bidang 

pemerintahan yang 

telah disusun 
laporannya 

d. Jumlah monev bidang 

perekonomian yang 
telah disusun laporanya 

e. Jumlah monev bidang 

ketentraman dan 

ketertiban umum yang 
telah disusun 

laporannya 

  a. 100% 

b. 100% 

18.894.758 a. 1 kali 

b. 1 kali 
c. 1 kali 

d. 1 Kali 

e. 1 Kali 

17.202.616 a. 1 kali 

b. 1 kali 
c. 1 kali 

d. 1 Kali 

e. 1 Kali 

21.000.000 a. 1 

kali 
b. 1 

kali 

c. 1 kali 
d. 1 

Kali 

e. 1 
Kali 

25.000.000 a. 1 kali 

b. 1 kali 
c. 1 kali 

d. 1 Kali 

e. 1 Kali 

29.000.000 a. 1 

kali 
b. 1 

kali 

c. 1 kali 
d. 1 

Kali 

e. 1 
Kali 

34.000.000 a. 1 kali 

b. 1 kali 
c. 1 kali 

d. 1 Kali 

e. 1 Kali 

34.000.000 kasi kesos, 

kasi 
pembanguna

n, kasi 

pemerintaha
n, kasi 

perekonomia

n, kasi 
Trnatib 

  

          Pelaksanaan 

Urusan 
Pemerintahan 

yang Terkait 

Dengan 
Kewenangan 

    a. Jumlah pembinaan 

tentang lingkungan 
hidup dan penanganan 

sampah domestik yang 

telah dilaksanakan 
b. Jumlah pembinaan 

usaha ekonomi 

    3.241.319.2

50 

a. 1 Kali 

b. 6 kali 
c. 0 kali 

d. 10 Berkas 

e. 10 berkas 

698.191.582 a. 1 Kali 

b. 5 kali 
c. 0 kali 

d. 10 

Berkas 
e. 10 

berkas 

719.137.329 a. 1 

Kali 
b. 6 

kali 

c. 0 kali 
d. 10 

Berkas 

740.711.449 a. 1 Kali 

b. 6 kali 
c. 0 kali 

d. 10 

Berkas 
e. 10 

berkas 

762.932.793 a. 1 

Kali 
b. 6 

kali 

c. 0 kali 
d. 10 

Berkas 

785.820.777 a. 1 Kali 

b. 6 kali 
c. 0 kali 

d. 10 

Berkas 
e. 10 

berkas 

785.820.777 a. Kasi 

Pembanguna
n dan 

Lingkungan  

b. kasi 
perekonomia

n 
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  

subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 
Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Lain yang 

Dilimpahkan 

masyarakat yang telah 

dilaksanakan                                                        
c. Jumlah pembinaan 

pedagang kaki lima yang 

telah dilaksanakan 

d. Jumlah izin usaha 
mikro kecil (IUMK) yang 

diterbitkan 

e. Jumlah TDP usaha 
mikro yang diterbitkan 

e. 10 

berkas 

e. 10 

berkas 

      3. Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum 

Prosentase penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum dilaksanakan 

dengan baik 

NA 79% 98.396.947 80% 10.000.000 82% 99.000.000 84% 99.500.000 86% 99.750.000 88% 100.000.000 88% 100.000.000 kasi trantib   

        Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai 
Penugasan Kepala 

Daerah 

  Jumlah masyarakat/kelompok 

yang mendapat pembinaan 

wawasan kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional 

(paskibraka) 

NA 1 kali 98.396.947 1 kali 10.000.000 1 kali 99.000.000 1 kali 99.500.000 1 kali 99.750.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 kasi trantib   

          Pembinaan 

Wawasan 
Kebangsaan 

dan Ketahanan 

Nasional dalam 
Rangka 

Memantapkan 

Pengamalan 
Pancasila, 

Pelaksanaan 

Undang- 

Undang Dasar 
Negara 

Republik 

Indonesia 
Tahun 1945, 

Pelestarian 

Bhinneka 

Tunggal Ika 
Serta 

Pemertahanan 

dan 
Pemeliharaan 

Keutuhan 

Negara 
Kesatuan 

Republik 

Indonesia 

    Jumlah pembinaan 

wawasan kebangsaan 
dan ketahanan nasional 

yang dilaksanakan untuk 

Paskibraka 

1 Kali 1 kali 98.396.947 1 Kali 10.000.000 a. 1 Kali 99.000.000 a. 1 

Kali 

99.500.000 a. 1 Kali 99.750.000 a. 1 

Kali 

100.000.000 a. 1 Kali 100.000.000 Kasi Trantib   

      4. Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Prosentase desa yang menyusun 
dokumen perencanaan , 

penganggaran dan pelaporan sesuai 

dengan ketentuan dan tepat waktu  

100% 100% 64.716.006 100% 172.000.000 100% 177.160.000 100% 182.474.800 100% 187.949.044 100% 193.587.515 100% 193.587.515 kasi 
pemerintaha

n 

  

        Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

  jumlah desa yang menyusun 
dokumen perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan 

tepat waktu 

100% 100% 32.358.003 19 Desa 172.000.000 19 Desa 177.160.000 19 Desa 182.474.800 19 Desa 187.949.044 19 Desa 193.587.515 19 Desa 193.587.515 kasi 
pemerintaha

n 

  

          Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 
Pemerintahan 

Desa 

    a. Jumlah APBDesa yang 

telah dievaluasi 

b. Jumlah APBDesa 
perubahan yang telah 

dievaluasi 

a. 100% 

b. 100 % 

a. 100% 

b. 100 

% 

24.758.003 a. 19 

Dokumen 

b. 19 
Dokumen  

25.000.000 a. 19 

Dokumen 

b. 19 
Dokumen  

25.750.000 a. 19 

Dokume

n 
b. 19 

Dokume

n  

26.522.500 a. 19 

Dokume

n 
b. 19 

Dokume

n  

27.318.175 a. 19 

Dokume

n 
b. 19 

Dokume

n  

28.137.720 a. 19 

Dokumen 

b. 19 
Dokumen  

28.137.720 kasi 

pemerintaha

n 

  

          Fasilitasi  
Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan 

Perangkat Desa 

    Jumlah pembinaan 
tentang perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan yang 

dilaksanakan 

4 kali 100% 7.600.000 5 kali 147.000.000 5 kali 151.410.000 5 kali 155.952.300 5 kali 160.630.869 5 kali 165.449.795 5 kali 165.449.795 kasi 
pemerintaha

n 

  

  Meningkatnya 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum 

  5. Program Koordinasi 

Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum 

a. Prosentase rekomendasi hasil 

koordinasi bidang ketentraman dan 

ketertiban umum yang ditinjaklanjuti 

b.persentase temuan pelanggaran 
perda, perkada dan konflik yang 

ditangani 

  a. 100% 

b. 100% 

90.202.537 a. 80% 

b. 80% 

214.080.145 a. 82% 

b. 82% 

220.870.000 a. 84% 

b. 84% 

137.711.400 a. 86% 

b. 86% 

150.653.698 a. 88% 

b. 88% 

158.528.457 a. 88% 

b. 88% 

158.528.457 a. kasi 

trantib 

b. Kasi Kesos 

  

        Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

  a. Prosentase rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 
ketentraman dan ketertiban 

umum yang ditinjaklanjuti 

b. prosentase lembaga sosial, 
agama, dan kemasyarakatan 

yang dibina 

  a. 80% 

b. 100% 

85.302.537 a. 80% 

b. 100% 

118.230.145 a. 82% 

b. 100% 

125.020.000 a. 84% 

b. 100% 

132.811.400 a. 86% 

b. 100% 

140.853.698 a. 88% 

b. 100% 

148.728.457 a. 88% 

b. 100% 

148.728.457 a. kasi 

trantib 
b. Kasi Kesos 
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

Tujuan PD Sasaran PD 
Kod

e 

Program/ Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

/  

kegiatan (intermediate output )/  

subkegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 
Perencana

an  

(Tahun 
2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra Perangkat 
Daerah (2026) 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

          Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 
Negara 

Republik 

Indonesia, 
Tentara 

Nasional 

Indonesia dan 

instansi vertikal 
di wilayah 

kecamatan 

    Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi bidang 

ketentraman dan 
ketertiban umum yang 

ditinjaklanjuti/dilaksan

akan 

  100% 53.072.392 6 kali 86.000.000 6 kali 92.020.000 6 kali 98.461.400 6 kali 105.353.698 6 kali 112.728.457 6 kali 112.728.457 Kasi Trantib   

          Harmonisasi 

Hubungan 
Dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 
Masyarakat 

    Jumlah pembinaan 

lembaga sosial, agama 
dan kemasyarakatan 

yang telah dilaksanakan 

NA 100% 32.230.145 6 kali 32.230.145 6 kali 33.000.000 6 kali 34.350.000 6 kali 35.500.000 6 kali 36.000.000 6 kali 36.000.000 kasi kesos   

        Koordinasi Penerapan 

dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala 

Daerah 

  persentase temuan 

pelanggaran perda, perkada 

dan konflik yang ditangani 

a. 100% 

b. 100% 

79% 4.900.000 80% 95.850.000 82% 95.850.000 84% 4.900.000 86% 9.800.000 88% 9.800.000 88% 9.800.000 kasi trantib   

          Koordinasi/Sine

rgi Dengan 
Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 
Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 
Perundang-

Undangan 

dan/atau 
Kepolisian 

Negara 

Republik 
Indonesia 

    a. Persentase temuan 

pelanggaran perda yang 
ditindaklanjuti 

b. Persentase temuan 

konflik sosial yang 
ditindaklanjuti 

a. 100% 

b. 100% 

a. 100% 

b. 100% 

4.900.000 a. 100% 

b. 100% 

95.850.000 a. 100% 

b. 100% 

95.850.000 a. 100% 

b. 100% 

4.900.000 a. 100% 

b. 100% 

9.800.000 a. 100% 

b. 100% 

9.800.000 a. 100% 

b. 100% 

9.800.000 kasi trantib   
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAN  

BIDANG URUSAN 
 

7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO YANG 

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja OPD yang akan 

digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. 

pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta 

akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah 

disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat 

penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Misi dari 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi 

tugas dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama 

yakni “Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan 

Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

dan Kemudahan Berusaha”. dan misi kelima yakni “Mewujudkan Masyarakat 

Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu 

Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga” 

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan 

ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang 

telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan; 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  

yang Mengacu Tujuan pada Sasaran RPJMD 

 Sasaran RPJMD pada Misi 1: 
1. Terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis 

digital 
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan 

berusaha 
Sasaran RPJMD pada Misi 5: 

1. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman,nyaman dan tentram 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target capaian kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemmerintahan 
kecamatan 

Nilai SAKIP 
Kecamatan Sukodono 

B BB BB BB BB A 

Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

Prosentase 
Permasalahan 
trantibum yang 
difasilitasi 

70% 73% 76% 79% 82% 85% 
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RANCANGAN AKHIR 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO 
TAHUN 2021-2026 

BAB VIII 

PENUTUP 

 
Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan 

bagi aparatur Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada 

stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan 

misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sidoarjo 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan 

partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan 

Sukodono, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang 

telah disusun.  

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan 

misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai 

dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka 

mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam 

bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukodono. 

 

Sidoarjo, 17 September 2021 

Plt. CAMAT SUKODONO 

    KABUPATEN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

MAKHMUD, SH, MM 

Pembina  

NIP. 196908081987121001 

 

 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 30 28

Nilai SKM  

Kecamatan

89,22 (A) 84 (BB) 89,50 (A) 89,70 (A) 89,90 (A) 90,10 (A) 90,30 (A) Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemmerintahan 

kecamatan

1. Nilai SAKIP Kecamatan 

Sukodono

78,39 (BB) 79 (B) BB BB BB BB A a. 89,22 85                 6.334.094.936 a. 85                  7.228.032.367 a. 85,5                8.105.650.000 a. 86             8.414.310.500 a. 86,5                       9.552.063.000 a. 87                     10.283.181.250 a. 87                         10.283.181.250 Sekretariat

a. 4 kali

b. 4 kali

52.826.269 a. 4 kali

b. 4 kali

                        2.181.875 a. 4 kali

b. 4 kali

                      2.250.000 a. 4 kali

b. 4 kali

                   2.275.000 a. 4 kali

b. 4 kali

                             2.313.000 a. 4 kali

b. 4 kali

                           77.350.000 a. 4 kali

b. 4 kali

                               77.350.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

Penyusunan  Dokumen  

Perencanaan  Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan PD yang 

disusun tepat waktu

- 7 dokumen 50.342.000 3 dokumen

(Renstra, renja, 

renja Perubahan)

                                      - 2 dokumen

(renja, renja 

Perubahan)

                                    - 2 dokumen                                  - 2 dokumen                                            - 3 dokumen                            75.000.000 3 dokumen                                75.000.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

Koordinasi  dan  Penyusunan  

Laporan  Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang 

disusun tepat waktu

2 dokumen (Lakip, 

LPPD)

2 laporan 1.523.388 2 dokumen                         1.431.875 2 dokumen                       1.500.000 2 dokumen                    1.525.000 2 dokumen                              1.563.000 2 dokumen                              1.600.000 2 dokumen                                  1.600.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen monev PD yang tersusun 4 dokumen 4 laporan 960.881 4 dokumen                            750.000 4 dokumen                          750.000 4 dokumen                       750.000 4 dokumen                                 750.000 4 dokumen                                 750.000 4 dokumen                                     750.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

72,67% 75%                 3.875.175.479 75%                  4.284.706.999 77,50%                4.325.000.000 80%             4.400.000.000 82,50%                       4.450.000.000 85%                       4.750.000.000 87,50%                           4.750.000.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan 

Tunjangan

25 orang 33 orang 3.875.175.479 25 orang                  4.284.706.999 25 orang                4.325.000.000 25 orang             4.400.000.000 25 orang                       4.450.000.000 25 orang                       4.750.000.000 25 orang                           4.750.000.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang 

tersusun

5 laporan 325.500

89,223 84 400.467.140 89,50 (A)                     362.961.093 89,70 (A)                   361.900.000 89,90 (A)                374.535.500 90,10 (A)                          385.125.000 90,30 (A)                          393.175.000 90,30 (A)                              393.175.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah komponen listrik /penerangan yang 

tersedia

46 Buah 26 buah 5.902.065 48 buah                         5.958.889 50 Buah                       6.000.000 52 Buah                    6.035.500 54 Buah                              6.050.000 56 Buah                              6.075.000 56 Buah                                  6.075.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 

yang tersedia

NA 102 buah 26.076.230 90 buah                       24.792.895 100 buah                     25.000.000 110 Buah                  25.500.000 120 Buah                            26.000.000 130 Buah                            27.000.000 130 Buah                                27.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia NA 0 buah                                       - 5 buah                     10.000.000 7 Buah                  15.000.000 8 Buah                            17.500.000 9 Buah                            20.000.000 10 Buah                                20.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1. Jumlah BBM yang disediakan            

2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang 

tersedia

1. 12 Bulan

2. - bulan

1. 13000 liter

2. 0 liter

139.200.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

                    149.200.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

                  155.000.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

               160.000.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

                         165.000.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

                         165.000.000 1. 12 Bulan

2. - bulan

                             165.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia 50 buah 112 buah 4.672.988 50 buah                         8.705.460 50 buah                       8.900.000 50 buah                    9.000.000 50 buah                              9.075.000 50 buah                              9.100.000 50 buah                                  9.100.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah buku bahan bacaan, peraturan 

perundang-undangan dan koran yang tersedia

48 buah 48 buah 3.360.000 24 buah                         3.360.000 24 buah                       4.000.000 24 buah                    4.000.000 24 buah                              4.000.000 24 buah                              4.000.000 24 buah                                  4.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/material yang tersedia 13 jenis 13.838.131                                       - Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Fasilitasi Kunjungan Tamu a. Jumlah jamuan rapat/tamu  yang disediakan

b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi

a. 1200 dos

b. 4 kali

2000 dus 63.396.000 a. 1200 dos

b. 4 kali

                      75.943.840 a. 1200 dos

b. 4 kali

                    78.000.000 a. 1200 dos

b. 4 kali

                 80.000.000 a. 1200 dos

b. 4 kali

                           82.500.000 a. 1200 dos

b. 4 kali

                           87.000.000 a. 1200 dos

b. 4 kali

                               87.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi

SKPD

a. Persentase surat perintah tugas yang 

ditindaklanjuti

b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang 

diselenggarakan

a. 100%

b. 0 kali

144.021.726 a. 100%

b. 0 kali

                      95.000.009 a. 100%

b. 0 kali

                    75.000.000 a. 100%

b. 0 kali

                 75.000.000 a. 100%

b. 0 kali

                           75.000.000 a. 100%

b. 0 kali

                           75.000.000 a. 100%

b. 0 kali

                               75.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

Jumlah arsip dinamis yang dikelola 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Dukungan   Pelaksanaan   Sistem   

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Jumlah data dan informasi PD yang tersedia 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

10 unit 99.581.648 1 unit                       20.000.000 5 unit                   850.000.000 6 unit             1.062.500.000 7 unit                       1.328.125.000 8 unit                       1.660.156.250 8 unit                           1.660.156.250 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan  Kendaraan  

Perorangan  Dinas  atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang diadakan 0 laporan                                       - 0 laporan                                     - 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan  Kendaraan  Dinas  

Operasional  atau

Lapangan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 

diadakan

0 laporan                                       - 0 laporan                                     - 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang diadakan 0 laporan                                       - 0 laporan                                     - 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan Mebel Jumlah meubeleur yang diadakan 0 laporan                                       - 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah peralatan dan perlengkapan 

gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang 

diadakan

10 unit 99.581.648 1 unit                       20.000.000 5 unit                   850.000.000 6 unit             1.062.500.000 7 unit                       1.328.125.000 8 unit                       1.660.156.250 8 unit                           1.660.156.250 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

100% 1.709.443.200 100%                  2.403.858.200 100%                2.417.500.000 100%             2.424.000.000 100%                       3.232.000.000 100%                       3.244.500.000 100%                           3.244.500.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar masuk yang dikelola 2000 surat 2.000.000 3000 Surat                         2.000.000 3050 Surat                       2.000.000 3075 Surat                    2.000.000 3100 Surat                              2.000.000 3125 Surat                              2.000.000 3125 Surat                                  2.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening listrik, air, telepon dan internet yang 

terbayar

12 bulan 12 bulan 373.000.000 12 bulan                     215.000.000 12 bulan                   220.000.000 12 bulan                225.000.000 12 bulan                          230.000.000 12 bulan                          235.000.000 12 bulan                              235.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan   Jasa   Peralatan   dan   

Perlengkapan

Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor 

yang berfungsi baik

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang 

terbayar                                                              

2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang 

terbayar

3. Jumlah pengelola keuangan dan barang 

yang terbayar;

4.. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar

1. 120 orang / tahun

2. 108 orang / tahun

3. 144 orang/ tahun

4. 72 orang / tahun

1. 120 orang / tahun

2. 108 orang / tahun

3. 144 orang/ tahun

4. 72 orang / tahun

1.334.443.200 1. 120 orang/ tahun

2. 108 orang / tahun

3. 144 orang/ tahun

4. 72 orang / tahun

                 2.186.858.200 1. 120 orang / 

tahun

2. 108 orang / 

tahun

3. 168 orang / 

tahun

4. 72 orang / 

tahun

               2.195.500.000 1. 120 orang / 

tahun

2. 108 orang / 

tahun

3. 168 orang / 

tahun

4. 72 orang / 

tahun

            2.197.000.000 1. 120 orang / 

tahun

2. 108 orang / 

tahun

3. 168 orang / 

tahun

4. 72 orang / 

tahun

                      3.000.000.000 1. 102 orang / 

tahun

2. 108 orang / 

tahun

3. 168 orang / 

tahun

4. 72 orang / 

tahun

                      3.007.500.000 1. 102 orang / 

tahun

2. 108 orang / 

tahun

3. 168 orang / 

tahun

4. 72 orang / 

tahun

                          3.007.500.000 Kasubag Perencanaan 

dan Keuangan

29 184.324.200 30                     154.324.200 32                   149.000.000 34                151.000.000 36                          154.500.000 38                          158.000.000 38                              158.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan,   dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara 2 unit 2 unit 25.500.000 2 unit                       30.500.000 2 unit                     30.000.000 2 unit                  30.000.000 2 unit                            32.500.000 2 unit                            35.000.000 2 unit                                35.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 

dipelihara;

2. Jumlah bahan peralatan dan bahan 

pembersih kendaraan yang tersedia

3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas 

pajaknya

1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

45.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                      47.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                    49.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                 51.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                           52.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                           53.000.000 1. 4 unit

2.  0 buah

3. 6 unit

                               53.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 

dipelihara

24 unit 113.824.200 24                       76.824.200 26                     70.000.000 28                  70.000.000 30                            70.000.000 32                            70.000.000 32                                70.000.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

12.277.000 a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

a. 90%

b. 0 %

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Pengadaan    Pakaian    Dinas    

Beserta    Atribut

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang 

diadakan

14 set 12.277.000 14 stel                     12.000.000 25 stel                  15.000.000 14 stel                            15.000.000 25 stel                            18.750.000 25 stel                                18.750.000 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

a. 100%

b. 100%

c. 100%

d. 100%

                   166.575.813 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

                    121.739.688 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

                  130.000.000 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

               162.500.000 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

                         203.125.000 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

                         253.906.250 a. 100%

b. 88%

c. 100%

d. 100%

                             253.906.250 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

100% 166.575.813 100%                     121.739.688 100%                   130.000.000 100%                162.500.000 100%                          203.125.000 100%                          253.906.250 100%                              253.906.250 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

a. Prosentase administrasi kependudukan yang 

diselesaikan

b. Prosentase pelayanan umum yang telah 

diselesaikan

c. jumlah dokumen SKM yang disusun

d. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum

a. 100%

b. 100%

c. 100%

d. 1 dokumen

166.575.813 a. 100%

b. 95%

c. 1  laporan

d. 90 orang

                    121.739.688 a. 100%

b. 95%

c. 1  laporan

d. 90 orang

                  130.000.000 a. 100%

b. 100%

c. 1  laporan

d. 90 orang

               162.500.000 a. 100%

b. 95%

c. 1  laporan

d. 90 orang

                         203.125.000 a. 100%

b. 95%

c. 1  laporan

d. 90 orang

                         253.906.250 a. 100%

b. 95%

c. 1  laporan

d. 90 orang

                             253.906.250 Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

87,50% 241.483.841 88,00%                     230.000.000 89,50%                   246.100.000 91,00%                263.327.000 92,50%                          281.759.890 94,00%                          301.483.082 94%                              301.483.082 Kasi Kesos, Kasi 

Pemerintahan, Kasi 

Pembangunan dan 

Lingkungan, Kasi 

Perekonomian

Misi 1: Mewujudkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan yang 

Bersih, Transparan 

dan

Tangkas Melalui 

Digitalisasi untuk 

Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Publik dan

Kemudahan 

Berusaha

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang 

kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; 

pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan 

dan perekonomian yang diitindaklanjuti

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

1. Persentase ASN yang disiplin

2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang 

bersertifikat

a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) sesuai SP dan SOP

b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang 

ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan 

Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian

c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen 

pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara 

tepat waktu

 jumlah seluruh desa

d.Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan 

, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan 

dan tepat waktu 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 

Ada di Kecamatan

a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP

2. Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan

Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran

Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan

2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang 

ditindaklanjuti

Persentase realisasi anggaran PD

Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan 

Kesekretariatan

20 21 2423 27 28 2925 26

Indikator Kinerja Program (outcome) / 

kegiatan (intermediate output )/ 

subkegiatan (output)

Data Capaian pada 

Tahun Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

jawabTahun 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah (2026)

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 20242023 2024 2025

Target

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

20262023 2024 2025 2026 20222021 2021

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKODONO

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 

ketentraman

dan Ketertiban 

umum

Misi Bupati Tujuan PD Indikator Tujuan 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Target Sasaran PD Indikator Sasaran Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Keterangan

2022



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 30 2820 21 2423 27 28 2925 26

Indikator Kinerja Program (outcome) / 

kegiatan (intermediate output )/ 

subkegiatan (output)

Data Capaian pada 

Tahun Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Unit Kerja Perangkat 

Daerah Penanggung 

jawabTahun 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah (2026)

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 20242023 2024 2025

Target

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

20262023 2024 2025 2026 20222021 2021

Misi Bupati Tujuan PD Indikator Tujuan 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Target Sasaran PD Indikator Sasaran Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

(Tahun 2020)

Keterangan

2022

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan Dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

a. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang 

kesejahteraan sosial, agama dan 

kemasyarakatan yang diitindaklanjuti/dilakukan

b. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang 

pembangunan dan lingkungan hidup yang 

ditinjaklanjuti/dilakukan

c. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang 

pemerintahan yang ditindaklanjuti/dilakukan

d. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang 

perekonomian yang ditinjaklanjuti/dilakukan

a. 100%

b. 100%

c. 100%

d. 100%

241.483.841 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

                    230.000.000 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

                  246.100.000 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

               263.327.000 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

                         281.759.890 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

                         301.483.082 a. 6 Kali

b. 6 kali

c. 6 Kali

d. 6 Kali

                             301.483.082 kasi kesos, kasi 

pembangunan, kasi 

pemerintahan, kasi 

perekonomian

84%                 3.267.456.757 85%                     738.802.721 86%                   764.137.329 87%                790.211.449 88%                          816.932.793 89%                          845.820.777 89%                              845.820.777 kasi kesos, kasi 

pembangunan, kasi 

pemerintahan, kasi 

perekonomian, kasi 
Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  

yang  terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 

lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi 

saran teknis

91 laporan 100% 7.242.749 35 orang                       23.408.523 37 orang                     24.000.000 39 orang                  24.500.000 41 orang                            25.000.000 43 orang                            26.000.000 43 orang                                26.000.000 Kasi Pembangunan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Terkait Dengan Nonperizinan

a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, 

agama dan kemasyarakatan yang telah disusun 

laporanya

b. Jumlah monev bidang pembangunan dan 

lingkungan yang telah disusun laporanya

a. 100%

b. 100%

18.894.758 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                      17.202.616 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                    21.000.000 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                 25.000.000 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                           29.000.000 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                           34.000.000 a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 1 Kali

e. 1 Kali

                               34.000.000 kasi kesos, kasi 

pembangunan, kasi 

pemerintahan, kasi 

perekonomian, kasi 

Trnatib
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Terkait Dengan Kewenangan 

Lain yang Dilimpahkan

a. Jumlah pembinaan tentang lingkungan 

hidup dan penanganan sampah domestik yang 

telah dilaksanakan

b. Jumlah pembinaan usaha ekonomi 

masyarakat yang telah dilaksanakan                                                       

c. Jumlah pembinaan pedagang kaki lima yang 

telah dilaksanakan

d. Jumlah izin usaha mikro kecil (IUMK) yang 

diterbitkan

e. Jumlah TDP usaha mikro yang diterbitkan

3.241.319.250 a. 1 Kali

b. 6 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

                    698.191.582 a. 1 Kali

b. 5 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

                  719.137.329 a. 1 Kali

b. 6 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

               740.711.449 a. 1 Kali

b. 6 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

                         762.932.793 a. 1 Kali

b. 6 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

                         785.820.777 a. 1 Kali

b. 6 kali

c. 0 kali

d. 10 Berkas

e. 10 berkas

                             785.820.777 a. Kasi Pembangunan 

dan Lingkungan 

b. kasi perekonomian

NA 79% 98.396.947 80%                       10.000.000 82%                     99.000.000 84%                  99.500.000 86%                            99.750.000 88%                          100.000.000 88%                              100.000.000 kasi trantib

NA 1 kali 98.396.947 1 kali                       10.000.000 1 kali                     99.000.000 1 kali                  99.500.000 1 kali                            99.750.000 1 kali                          100.000.000 1 kali                              100.000.000 kasi trantib

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional dalam 

Rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 

Bhinneka Tunggal Ika Serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia

Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan 

ketahanan nasional yang dilaksanakan untuk 

Paskibraka

1 Kali 1 kali 98.396.947 1 Kali                       10.000.000 a. 1 Kali                     99.000.000 a. 1 Kali                  99.500.000 a. 1 Kali                            99.750.000 a. 1 Kali                          100.000.000 a. 1 Kali                              100.000.000 Kasi Trantib

100% 100% 64.716.006 100%                     172.000.000 100%                   177.160.000 100%                182.474.800 100%                          187.949.044 100%                          193.587.515 100%                              193.587.515 kasi pemerintahan

100% 100% 32.358.003 19 Desa                     172.000.000 19 Desa                   177.160.000 19 Desa                182.474.800 19 Desa                          187.949.044 19 Desa                          193.587.515 19 Desa                              193.587.515 kasi pemerintahan

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi

b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah 

dievaluasi

a. 100%

b. 100 %

a. 100%

b. 100 %

24.758.003 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                      25.000.000 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                    25.750.000 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                 26.522.500 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                           27.318.175 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                           28.137.720 a. 19 Dokumen

b. 19 Dokumen 

                               28.137.720 kasi pemerintahan

Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas  

Kepala  Desa  dan Perangkat Desa

Jumlah pembinaan tentang perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan yang 

dilaksanakan

4 kali 100% 7.600.000 5 kali                     147.000.000 5 kali                   151.410.000 5 kali                155.952.300 5 kali                          160.630.869 5 kali                          165.449.795 5 kali                              165.449.795 kasi pemerintahan

Meningkatnya 

ketentraman dan 

ketertiban umum

Prosentase Permasalahan 

trantibum yang difasilitasi

70% 70% 73% 76% 79% 82% 85% a. 100%

b. 100%

                     90.202.537 a. 80%

b. 80%

                    214.080.145 a. 82%

b. 82%

                  220.870.000 a. 84%

b. 84%

               137.711.400 a. 86%

b. 86%

                         150.653.698 a. 88%

b. 88%

                         158.528.457 a. 88%

b. 88%

                             158.528.457 a. kasi trantib

b. Kasi Kesos

a. 80%

b. 100%

85.302.537 a. 80%

b. 100%

                    118.230.145 a. 82%

b. 100%

                  125.020.000 a. 84%

b. 100%

               132.811.400 a. 86%

b. 100%

                         140.853.698 a. 88%

b. 100%

                         148.728.457 a. 88%

b. 100%

                             148.728.457 a. kasi trantib

b. Kasi Kesos

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi 

vertikal di wilayah kecamatan

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang 

ketentraman dan ketertiban umum yang 

ditinjaklanjuti/dilaksanakan

100% 53.072.392 6 kali                       86.000.000 6 kali                     92.020.000 6 kali                  98.461.400 6 kali                          105.353.698 6 kali                          112.728.457 6 kali                              112.728.457 Kasi Trantib

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Jumlah pembinaan lembaga sosial, agama dan 

kemasyarakatan yang telah dilaksanakan

NA 100% 32.230.145 6 kali                       32.230.145 6 kali                     33.000.000 6 kali                  34.350.000 6 kali                            35.500.000 6 kali                            36.000.000 6 kali                                36.000.000 kasi kesos

a. 100%

b. 100%

79% 4.900.000 80%                       95.850.000 82%                     95.850.000 84%                    4.900.000 86%                              9.800.000 88%                              9.800.000 88%                                  9.800.000 kasi trantib

Koordinasi/Sinergi Dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

a. Persentase temuan pelanggaran perda yang 

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan konflik sosial yang 

ditindaklanjuti

a. 100%

b. 100%

a. 100%

b. 100%

4.900.000 a. 100%

b. 100%

                      95.850.000 a. 100%

b. 100%

                    95.850.000 a. 100%

b. 100%

                   4.900.000 a. 100%

b. 100%

                             9.800.000 a. 100%

b. 100%

                             9.800.000 a. 100%

b. 100%

                                 9.800.000 kasi trantib

Misi 5: Mewujudkan 

Masyarakat Religius 

yang Berpegang 

Teguh pada 

NilaiNilai 

Keagamaan serta 

Mampu Menjaga 

Kerukunan Sosial 

Antar

Warga

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum

a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang 

ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti

b.persentase temuan pelanggaran perda, perkada dan 

konflik yang ditangani

a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang 

ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti

b. prosentase lembaga sosial, agama, dan 

kemasyarakatan yang dibina

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Dilimpahkan kepada Camat

Persentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan 

kepada camat

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan tepat waktu

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah

persentase temuan pelanggaran perda, perkada dan 

konflik yang ditangani

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3. Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum

Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

dilaksanakan dengan baik

Jumlah masyarakat/kelompok yang mendapat 

pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional (paskibraka)

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , 

penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan 

dan tepat waktu 


